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Abstrak 
Kelas menengah merupakan penyangga penting konsumsi, stabilitas sosial, penerimaan pajak, investasi 

pendidikan, kepemilikan rumah, dan aspirasi kemajuan suatu negara. Namun posisi kelas menengah 

Indonesia tidak sepenuhnya aman. Banyak rumah tangga berada dekat batas bawah kelas menengah dan 

dapat turun kelas ketika menghadapi kehilangan pekerjaan, sakit, kenaikan biaya pendidikan, harga 

perumahan, bunga kredit, atau guncangan ekonomi. Artikel ini menganalisis tekanan kelas menengah 

Indonesia melalui tiga jalur yang saling terkait: pendapatan yang tidak selalu tumbuh sejalan dengan 

produktivitas dan aspirasi; utang yang dapat menjadi instrumen pembentukan aset sekaligus sumber 

kerentanan; serta biaya hidup yang meningkat melalui pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, 

kesehatan, konektivitas digital, dan pengasuhan. Pembahasan membedakan kelas menengah dari kelompok 

menuju kelas menengah dan rentan miskin, karena ketiga kelompok tersebut memiliki daya tahan, pola 

konsumsi, akses kredit, dan risiko yang berbeda. Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2024 

kelompok menuju kelas menengah mencakup 49,29 persen penduduk dan kelas menengah 17,25 persen, 

sementara keduanya secara bersama menjadi penopang utama konsumsi nasional. Perkembangan mutakhir 

juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh, tetapi penciptaan pekerjaan 

berupah kelas menengah, kenaikan upah riil, keterjangkauan perumahan, dan kesehatan keuangan rumah 

tangga masih menjadi tantangan. Pertumbuhan pinjaman daring, pembiayaan buy now pay later, KPR, 

kredit multiguna, dan berbagai bentuk kredit konsumsi memperluas akses, namun dapat memperbesar 

tekanan arus kas bila tidak ditopang pendapatan stabil dan literasi keuangan. Artikel berargumen bahwa 

tekanan kelas menengah bukan semata akibat perilaku konsumtif individual, melainkan hasil interaksi 

struktur pasar kerja, tata kota, biaya layanan dasar, pasar perumahan, sistem kredit, perlindungan sosial, 

dan kebijakan fiskal. Solusi memerlukan penciptaan pekerjaan produktif, kenaikan upah riil, perumahan 

dan transportasi terjangkau, perlindungan kesehatan, sistem pengasuhan, regulasi kredit yang sehat, 

penguatan tabungan dan pensiun, serta kebijakan yang menjaga mobilitas sosial. Tujuan akhirnya bukan 

hanya memperbesar jumlah kelas menengah, tetapi membangun kelas menengah yang tangguh, produktif, 

beraset, sehat secara finansial, dan mampu mempertahankan standar hidup lintas generasi. 

Kata Kunci 
kelas menengah; menuju kelas menengah; pendapatan rumah tangga; utang rumah tangga; biaya hidup; 

upah riil; KPR; BNPL; pinjaman daring; kesehatan keuangan; mobilitas sosial; Indonesia 

Ringkasan Eksekutif 
Definisi kelas menengah perlu diperlakukan hati-hati. BPS menggunakan pendekatan pengeluaran relatif 

terhadap garis kemiskinan: kelompok menuju kelas menengah berada pada 1,5-3,5 kali garis kemiskinan 

dan kelas menengah pada 3,5-17 kali. Pada September 2024, kelompok menuju kelas menengah mencapai 

49,29 persen penduduk, sedangkan kelas menengah 17,25 persen. Besarnya kelompok menuju kelas 

menengah memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk telah keluar dari kemiskinan, tetapi belum 

sepenuhnya aman dari guncangan. 

Kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup sekitar dua pertiga penduduk dan 

menyumbang lebih dari empat perlima konsumsi rumah tangga pada 2024. Posisi ini menjadikan daya beli 

mereka penting bagi pertumbuhan. Ketika konsumsi melambat, dampaknya terasa pada UMKM, ritel, 

perumahan, kendaraan, jasa pendidikan, pariwisata, dan penerimaan negara. 
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Tekanan pendapatan bersumber dari kualitas pekerjaan. Ekonomi menciptakan pekerjaan, tetapi sebagian 

besar berada di sektor bernilai tambah rendah dan tidak selalu membayar upah yang memadai untuk 

mempertahankan standar hidup kelas menengah. Bank Dunia melaporkan bahwa upah riil Indonesia 

menurun rata-rata 1,1 persen per tahun pada 2018-2024. Kenaikan pendapatan nominal karena itu dapat 

kehilangan makna ketika harga kebutuhan dan tuntutan sosial meningkat. 

Utang tidak selalu buruk. KPR dapat membangun aset, kredit pendidikan dapat meningkatkan kapabilitas, 

dan pembiayaan usaha dapat menaikkan produktivitas. Masalah muncul ketika utang digunakan untuk 

menutup defisit konsumsi rutin, memiliki bunga tinggi, jatuh tempo pendek, atau diambil tanpa buffer. 

Pertumbuhan pinjaman daring dan BNPL menunjukkan perluasan akses, tetapi juga menuntut perhatian 

terhadap kualitas underwriting, perlindungan konsumen, dan kesehatan finansial. 

Biaya hidup kelas menengah tidak hanya pangan. Perumahan, transportasi, sekolah, perguruan tinggi, 

kesehatan, internet, pengasuhan, asuransi, pajak, dan kewajiban sosial membentuk keranjang yang 

kompleks. Inflasi umum dapat rendah sementara tekanan efektif tinggi bagi keluarga muda di kota. Harga 

rumah dan tanah juga dapat naik lebih cepat daripada pendapatan, membuat kelas menengah berpendapatan 

cukup tetap kesulitan membangun aset. 

Tekanan psikologis muncul karena kelas menengah hidup di antara rasa telah maju dan takut turun kelas. 

Mereka sering tidak memenuhi syarat bantuan tertarget tetapi belum memiliki tabungan, aset, dan 

perlindungan yang kuat. Kebijakan perlu mengembangkan social protection for the middle, bukan dalam 

arti subsidi luas, melainkan layanan publik bermutu, asuransi sosial, perlindungan pengangguran, 

pengasuhan, perumahan, dan instrumen tabungan. 

Strategi nasional harus bertumpu pada empat pilar: pekerjaan berupah kelas menengah; biaya hidup 

struktural yang terkendali; sistem keuangan rumah tangga yang sehat; dan mobilitas berbasis pendidikan, 

aset, serta layanan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang secara statistik masuk kelas 

menengah, tetapi dari probabilitas mereka bertahan dan naik dalam satu dekade. 
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Daftar Pustaka 

1. Pendahuluan: Kelas Menengah sebagai Penyangga dan Kelompok 

Rentan 
Kelas menengah menopang konsumsi, pajak, pendidikan, dan stabilitas sosial. Dalam konteks 1. 

pendahuluan: kelas menengah sebagai penyangga dan kelompok rentan, posisi rumah tangga harus dilihat 

melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan 
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pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan 

pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan 

konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, 

aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Namun posisi kelas menengah tidak selalu aman dan permanen. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Tekanan berasal dari pendapatan, utang, biaya hidup, dan guncangan. Dimensi siklus hidup sangat penting. 

Lulusan muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta 

KPR; generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang 

sama menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup 

pendidikan, perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Kelompok menuju kelas menengah bahkan lebih rapuh. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Analisis harus menggabungkan struktur dan perilaku rumah tangga. Perspektif ekonomi politik 

menjelaskan distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh 

regulasi, konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, 

rumah tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi 

hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

2. Siapa Kelas Menengah Indonesia? 
Definisi kelas menengah dapat berbasis pendapatan, pengeluaran, keamanan, atau gaya hidup. Dalam 

konteks 2. siapa kelas menengah indonesia?, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, 

arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat 

memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain 

menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi 

kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi 

guncangan. 

BPS menggunakan kelipatan garis kemiskinan untuk klasifikasi. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 
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selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Definisi statistik tidak selalu sama dengan identitas subjektif. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan 

muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; 

generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Biaya hidup wilayah membuat standar riil berbeda. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Analisis kebijakan perlu menyebut definisi secara eksplisit. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 

tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator 

Pendapatan Apakah daya beli stabil? Upah riil, volatilitas 

Pengeluaran Apa biaya wajib terbesar? Housing, pendidikan, kesehatan 

Utang Apakah cicilan aman? DSR, bunga, tenor, tunggakan 

Aset Apakah kekayaan bersih 

tumbuh? 

Tabungan, rumah, pensiun, net 

worth 

Risiko Bisakah shock ditanggung? Dana darurat, asuransi, 

perlindungan 

 

3. Kelas Menengah, Menuju Kelas Menengah, dan Rentan Miskin 
Kelompok menuju kelas menengah merupakan bagian terbesar penduduk. Dalam konteks 3. kelas 

menengah, menuju kelas menengah, dan rentan miskin, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus 

pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan 

sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan 

yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk 

statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan 

menghadapi guncangan. 
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Jarak dari garis kemiskinan tidak identik dengan keamanan. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Rentan miskin dapat jatuh karena satu guncangan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Kelas menengah bawah memiliki aset dan tabungan terbatas. Dari perspektif manajemen rumah tangga, 

indikator utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. 

Namun kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung 

lebih banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Mobilitas naik dan turun harus dianalisis secara dinamis. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi 

biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, 

investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar 

lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola 

ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

4. Mengapa Kelas Menengah Penting bagi Ekonomi dan Demokrasi 
Konsumsi kelas menengah menggerakkan permintaan domestik. Dalam konteks 4. mengapa kelas 

menengah penting bagi ekonomi dan demokrasi, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, 

arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat 

memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain 

menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi 

kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi 

guncangan. 

Mereka berinvestasi pada pendidikan, rumah, kendaraan, dan usaha. Tekanan kelas menengah sering 

bersifat kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing 

tampak kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi 

tabungan, menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan 

tidak selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Kelas menengah memperluas basis pajak dan tabungan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 
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tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Secara politik mereka menuntut layanan dan tata kelola. Dari perspektif manajemen rumah tangga, 

indikator utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. 

Namun kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung 

lebih banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Penyusutan kelas menengah melemahkan stabilitas dan optimisme. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 

tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

5. Pendapatan: Nominal, Riil, Median, dan Stabilitas 
Pendapatan nominal dapat naik sementara daya beli stagnan. Dalam konteks 5. pendapatan: nominal, riil, 

median, dan stabilitas, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca 

aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan 

berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta 

bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan 

memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Median lebih dekat pada pengalaman rumah tangga luas. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Stabilitas pendapatan sama pentingnya dengan tingkat pendapatan. Dimensi siklus hidup sangat penting. 

Lulusan muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta 

KPR; generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang 

sama menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup 

pendidikan, perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Bonus dan komisi tidak sama dengan gaji tetap. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 
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Analisis harus melihat arus kas, bukan hanya pendapatan tahunan. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 

tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator 

Pendapatan Apakah daya beli stabil? Upah riil, volatilitas 

Pengeluaran Apa biaya wajib terbesar? Housing, pendidikan, kesehatan 

Utang Apakah cicilan aman? DSR, bunga, tenor, tunggakan 

Aset Apakah kekayaan bersih 

tumbuh? 

Tabungan, rumah, pensiun, net 

worth 

Risiko Bisakah shock ditanggung? Dana darurat, asuransi, 

perlindungan 

 

6. Pasar Kerja dan Kelangkaan Pekerjaan Berupah Kelas Menengah 
Pekerjaan baru banyak muncul pada sektor bernilai tambah rendah. Dalam konteks 6. pasar kerja dan 

kelangkaan pekerjaan berupah kelas menengah, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, 

arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat 

memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain 

menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi 

kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi 

guncangan. 

Tidak semua pekerja formal memperoleh upah kelas menengah. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Lowongan entry-level berkualitas terbatas. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Struktur perusahaan kecil membatasi jenjang karier. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 
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kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Transformasi struktural perlu menciptakan pekerjaan produktif. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 

tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

7. Produktivitas, Upah, dan Mobilitas Karier 
Produktivitas tidak otomatis menjadi upah. Dalam konteks 7. produktivitas, upah, dan mobilitas karier, 

posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan 

risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu 

memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. 

Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi 

tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Mobilitas karier memerlukan keterampilan dan perusahaan berkembang. Tekanan kelas menengah sering 

bersifat kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing 

tampak kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi 

tabungan, menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan 

tidak selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Pelatihan tanpa permintaan kerja memberi hasil terbatas. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan 

muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; 

generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Daya tawar memengaruhi pembagian produktivitas. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Upah riil menjadi indikator utama ketahanan kelas menengah. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 

tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 
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Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

8. Informalitas, Gig Economy, dan Ketidakpastian Pendapatan 
Pekerja informal dapat berpendapatan cukup tetapi rentan. Dalam konteks 8. informalitas, gig economy, 

dan ketidakpastian pendapatan, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus 

pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat 

memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain 

menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi 

kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi 

guncangan. 

Gig economy memberi fleksibilitas dan memindahkan risiko. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Pendapatan fluktuatif menyulitkan cicilan dan tabungan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan 

muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; 

generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Perlindungan sosial tidak selalu mengikuti pekerja. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Portabilitas manfaat menjadi kebutuhan. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. Pasar 

lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi publik, 

dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. Tekanan 

kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 



Kelas Menengah Indonesia dalam Tekanan: Antara Pendapatan, Utang, dan Biaya Hidup 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 

Halaman 13 

9. Biaya Hidup: Mengapa Inflasi yang Dirasakan Berbeda 
Keranjang kelas menengah berbeda menurut usia dan lokasi. Dalam konteks 9. biaya hidup: mengapa inflasi 

yang dirasakan berbeda, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, 

neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki 

ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa 

serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan 

memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Perumahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan sangat dominan. Tekanan kelas menengah sering 

bersifat kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing 

tampak kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi 

tabungan, menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan 

tidak selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Inflasi rata-rata tidak menangkap seluruh tekanan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Kualitas dan aspirasi ikut menaikkan pengeluaran. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Indeks biaya hidup keluarga perlu dikembangkan. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. 

Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi 

publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. 

Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator 

Pendapatan Apakah daya beli stabil? Upah riil, volatilitas 

Pengeluaran Apa biaya wajib terbesar? Housing, pendidikan, kesehatan 

Utang Apakah cicilan aman? DSR, bunga, tenor, tunggakan 

Aset Apakah kekayaan bersih 

tumbuh? 

Tabungan, rumah, pensiun, net 

worth 

Risiko Bisakah shock ditanggung? Dana darurat, asuransi, 

perlindungan 
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10. Perumahan sebagai Beban dan Aset 
Rumah adalah kebutuhan dan instrumen kekayaan. Dalam konteks 10. perumahan sebagai beban dan aset, 

posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan 

risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu 

memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. 

Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi 

tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Harga rumah di lokasi produktif naik cepat. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. Kenaikan 

sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi secara 

bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 

kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Uang muka menjadi penghalang keluarga muda. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

KPR panjang mengikat arus kas dan mobilitas. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Pasokan, tata ruang, dan transportasi menentukan keterjangkauan. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 

tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

11. Transportasi, Kemacetan, dan Kemiskinan Waktu 
Jarak rumah dan pekerjaan menciptakan biaya finansial dan waktu. Dalam konteks 11. transportasi, 

kemacetan, dan kemiskinan waktu, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus 

pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat 

memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain 

menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi 

kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi 

guncangan. 
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Kemacetan mengurangi waktu keluarga dan belajar. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. 

Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi 

secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 

kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Kendaraan pribadi sering menjadi kebutuhan, bukan kemewahan. Dimensi siklus hidup sangat penting. 

Lulusan muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta 

KPR; generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang 

sama menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup 

pendidikan, perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Transportasi publik meningkatkan pendapatan riil. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Tata kota adalah kebijakan kelas menengah. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. Pasar 

lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi publik, 

dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. Tekanan 

kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

12. Pendidikan dan Aspirasi Antargenerasi 
Kelas menengah berinvestasi besar pada pendidikan anak. Dalam konteks 12. pendidikan dan aspirasi 

antargenerasi, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-

kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda 

karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung 

pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan 

informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Mutu sekolah publik yang timpang mendorong biaya privat. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Perguruan tinggi menjadi jalan mobilitas tetapi mahal. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 
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Credential inflation meningkatkan tekanan. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Hasil pendidikan harus terhubung dengan pekerjaan. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi 

biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, 

investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar 

lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola 

ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

13. Kesehatan, Asuransi, dan Risiko Pengeluaran Katastropik 
Sakit dapat merusak tabungan dan kemampuan membayar cicilan. Dalam konteks 13. kesehatan, asuransi, 

dan risiko pengeluaran katastropik, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus 

pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat 

memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain 

menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi 

kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi 

guncangan. 

Jaminan kesehatan mengurangi risiko tetapi tidak semua biaya. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Kelas menengah membayar premi dan layanan tambahan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan 

muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; 

generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Penyakit kronis menimbulkan biaya jangka panjang. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Preventive health meningkatkan ketahanan rumah tangga. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 
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tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

14. Pengasuhan, Care Economy, dan Beban Keluarga Muda 
Pengasuhan anak dan lansia merupakan biaya besar. Dalam konteks 14. pengasuhan, care economy, dan 

beban keluarga muda, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca 

aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan 

berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta 

bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan 

memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Perempuan sering menanggung beban waktu dan karier. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. 

Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi 

secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 

kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Ketiadaan childcare membatasi partisipasi kerja. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Care services adalah infrastruktur ekonomi. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Kebijakan keluarga memengaruhi keputusan memiliki anak. Perspektif ekonomi politik menjelaskan 

distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, 

konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah 

tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil 

tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 
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15. Utang Rumah Tangga: Fungsi, Manfaat, dan Risiko 
Utang memindahkan konsumsi atau investasi antarwaktu. Dalam konteks 15. utang rumah tangga: fungsi, 

manfaat, dan risiko, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca 

aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan 

berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta 

bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan 

memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Utang produktif berbeda dari utang penutup defisit rutin. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Risiko tergantung bunga, tenor, pendapatan, dan buffer. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Leverage meningkatkan kemampuan sekaligus kerentanan. Dari perspektif manajemen rumah tangga, 

indikator utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. 

Namun kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung 

lebih banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Kesehatan utang harus dinilai pada tingkat rumah tangga. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi 

biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, 

investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar 

lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola 

ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator 

Pendapatan Apakah daya beli stabil? Upah riil, volatilitas 

Pengeluaran Apa biaya wajib terbesar? Housing, pendidikan, kesehatan 

Utang Apakah cicilan aman? DSR, bunga, tenor, tunggakan 

Aset Apakah kekayaan bersih 

tumbuh? 

Tabungan, rumah, pensiun, net 

worth 

Risiko Bisakah shock ditanggung? Dana darurat, asuransi, 

perlindungan 
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16. KPR, Kredit Kendaraan, dan Kredit Multiguna 
KPR membangun aset tetapi menciptakan komitmen panjang. Dalam konteks 16. kpr, kredit kendaraan, 

dan kredit multiguna, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca 

aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan 

berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta 

bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan 

memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Kredit kendaraan terkait mobilitas kerja. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. Kenaikan sewa 

lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi secara bersama 

menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda kesehatan, 

menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat sebagai 

kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Multiguna fleksibel tetapi berisiko bila tanpa tujuan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Suku bunga dan refinancing memengaruhi arus kas. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Underwriting perlu memperhitungkan shock resilience. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi 

biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, 

investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar 

lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola 

ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

17. BNPL, Pinjaman Daring, dan Kredit Digital 
Kredit digital menurunkan hambatan akses. Dalam konteks 17. bnpl, pinjaman daring, dan kredit digital, 

posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan 

risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu 

memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. 

Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi 

tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 
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BNPL membuat biaya masa depan kurang terasa. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. 

Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi 

secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 

kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Pinjaman daring tumbuh cepat dan memiliki risiko kualitas. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan 

muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; 

generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Multiple borrowing dapat menciptakan debt spiral. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Regulasi, literasi, dan data kredit harus diperkuat. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. 

Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi 

publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. 

Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator 

Pendapatan Apakah daya beli stabil? Upah riil, volatilitas 

Pengeluaran Apa biaya wajib terbesar? Housing, pendidikan, kesehatan 

Utang Apakah cicilan aman? DSR, bunga, tenor, tunggakan 

Aset Apakah kekayaan bersih 

tumbuh? 

Tabungan, rumah, pensiun, net 

worth 

Risiko Bisakah shock ditanggung? Dana darurat, asuransi, 

perlindungan 

 

18. Tabungan, Dana Darurat, Pensiun, dan Kekayaan Bersih 
Pendapatan kelas menengah tidak identik dengan kekayaan. Dalam konteks 18. tabungan, dana darurat, 

pensiun, dan kekayaan bersih, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, 

neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki 

ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa 

serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan 

memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 
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Dana darurat menentukan ketahanan. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. Kenaikan sewa 

lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi secara bersama 

menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda kesehatan, 

menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat sebagai 

kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Pensiun formal belum mencakup semua. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda menghadapi 

biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi tengah 

merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama menghasilkan 

tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, perumahan, 

pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Tabungan dapat terkikis inflasi dan gaya hidup. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Net worth lebih bermakna daripada aset bruto. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. 

Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi 

publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. 

Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator 

Pendapatan Apakah daya beli stabil? Upah riil, volatilitas 

Pengeluaran Apa biaya wajib terbesar? Housing, pendidikan, kesehatan 

Utang Apakah cicilan aman? DSR, bunga, tenor, tunggakan 

Aset Apakah kekayaan bersih 

tumbuh? 

Tabungan, rumah, pensiun, net 

worth 

Risiko Bisakah shock ditanggung? Dana darurat, asuransi, 

perlindungan 

 

19. Ketimpangan Aset dan Sulitnya Naik Kelas 
Pemilik rumah dan tanah menikmati capital gain. Dalam konteks 19. ketimpangan aset dan sulitnya naik 

kelas, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, 

dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu 

memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. 

Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi 

tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 
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Generasi tanpa warisan menghadapi entry barrier. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. 

Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi 

secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 

kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Aset menentukan akses kredit dan kesempatan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Ketimpangan aset lebih persisten daripada konsumsi. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator 

utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun 

kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih 

banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Perlu kebijakan kepemilikan aset luas. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. Pasar lahan, 

sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi publik, dan 

kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. Tekanan kelas 

menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

20. Pajak, Bantuan Sosial, dan Kelompok yang Terjepit di Tengah 
Kelas menengah membayar pajak langsung dan tidak langsung. Dalam konteks 20. pajak, bantuan sosial, 

dan kelompok yang terjepit di tengah, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus 

pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat 

memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain 

menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi 

kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi 

guncangan. 

Mereka sering tidak memenuhi syarat bantuan. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. 

Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi 

secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 

kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Layanan publik bermutu menjadi bentuk redistribusi utama. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan 

muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; 

generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 
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Cliff effect dapat menimbulkan ketidakadilan. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Social protection for the middle perlu dirancang. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. 

Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi 

publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. 

Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

21. Budaya Konsumsi, Status, dan Tekanan Sosial 
Konsumsi memiliki fungsi identitas dan status. Dalam konteks 21. budaya konsumsi, status, dan tekanan 

sosial, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, 

dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu 

memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. 

Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi 

tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Media sosial memperluas perbandingan. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. Kenaikan sewa 

lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi secara bersama 

menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda kesehatan, 

menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat sebagai 

kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Tekanan gaya hidup dapat meningkatkan utang. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Masalah tidak dapat dijelaskan sebagai moral individual saja. Dari perspektif manajemen rumah tangga, 

indikator utama adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. 

Namun kemampuan mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung 

lebih banyak bila upah riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan 

bersama pekerjaan, persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Literasi dan desain produk memengaruhi perilaku. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. 

Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi 

publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. 

Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 
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Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

22. Kesehatan Mental dan Ketidakamanan Ekonomi 
Takut turun kelas menimbulkan stres. Dalam konteks 22. kesehatan mental dan ketidakamanan ekonomi, 

posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan 

risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu 

memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. 

Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi 

tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Utang dan pekerjaan tidak pasti memengaruhi relasi keluarga. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Status kelas menengah dapat menyamarkan kerentanan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan 

muda menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; 

generasi tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Financial well-being perlu masuk kebijakan. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Layanan mental dan perlindungan ekonomi saling terkait. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi 

biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, 

investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar 

lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola 

ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 
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23. Studi Kasus Rumah Tangga Kelas Menengah 
Kasus menunjukkan variasi struktur pendapatan dan biaya. Dalam konteks 23. studi kasus rumah tangga 

kelas menengah, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-

kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda 

karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung 

pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan 

informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Satu shock dapat menghasilkan outcome berbeda. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. 

Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi 

secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 

kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Komposisi keluarga menentukan tekanan. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda menghadapi 

biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi tengah 

merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama menghasilkan 

tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, perumahan, 

pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Utang dapat menjadi aset atau perangkap. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama adalah 

debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Diagnosis harus berbasis arus kas dan neraca. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. 

Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi 

publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. 

Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

24. Agenda Kebijakan Kelas Menengah Tangguh 2026-2035 
Pekerjaan berupah kelas menengah adalah fondasi. Dalam konteks 24. agenda kebijakan kelas menengah 

tangguh 2026-2035, posisi rumah tangga harus dilihat melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca 

aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan 

berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta 

bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan 

memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 

Perumahan dan transportasi harus terjangkau. Tekanan kelas menengah sering bersifat kumulatif. Kenaikan 

sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak kecil, tetapi secara 

bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, menunda 
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kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak selalu terlihat 

sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kecemasan. 

Utang sehat dan tabungan perlu didukung. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda menghadapi 

biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi tengah 

merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama menghasilkan 

tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, perumahan, 

pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Layanan publik memperkuat pendapatan riil. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Mobilitas sosial harus dipantau. Perspektif ekonomi politik menjelaskan distribusi biaya. Pasar lahan, 

sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh regulasi, konsentrasi, investasi publik, dan 

kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, rumah tangga membayar lebih. Tekanan kelas 

menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator 

Pendapatan Apakah daya beli stabil? Upah riil, volatilitas 

Pengeluaran Apa biaya wajib terbesar? Housing, pendidikan, kesehatan 

Utang Apakah cicilan aman? DSR, bunga, tenor, tunggakan 

Aset Apakah kekayaan bersih 

tumbuh? 

Tabungan, rumah, pensiun, net 

worth 

Risiko Bisakah shock ditanggung? Dana darurat, asuransi, 

perlindungan 

 

25. Kesimpulan: Dari Kelas Menengah Konsumtif menuju Kelas Menengah 

Produktif dan Beraset 
Kelas menengah tidak boleh hanya didefinisikan oleh konsumsi. Dalam konteks 25. kesimpulan: dari kelas 

menengah konsumtif menuju kelas menengah produktif dan beraset, posisi rumah tangga harus dilihat 

melalui arus pendapatan, arus pengeluaran, neraca aset-kewajiban, dan risiko. Dua keluarga dengan 

pengeluaran bulanan sama dapat memiliki ketahanan berbeda karena satu memiliki rumah lunas dan 

pekerjaan tetap, sedangkan yang lain menyewa serta bergantung pada komisi. Definisi kelas berdasarkan 

konsumsi berguna untuk statistik, tetapi kebijakan memerlukan informasi tambahan mengenai stabilitas, 

aset, dan kemampuan menghadapi guncangan. 
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Ketahanan memerlukan pekerjaan, aset, dan perlindungan. Tekanan kelas menengah sering bersifat 

kumulatif. Kenaikan sewa lima persen, biaya sekolah, premi, ongkos, dan cicilan masing-masing tampak 

kecil, tetapi secara bersama menghabiskan ruang diskresi. Rumah tangga kemudian mengurangi tabungan, 

menunda kesehatan, menggunakan kredit, atau mencari pekerjaan tambahan. Karena itu, tekanan tidak 

selalu terlihat sebagai kemiskinan, tetapi muncul sebagai penurunan kualitas hidup dan meningkatnya 

kecemasan. 

Utang harus mendukung investasi dan produktivitas. Dimensi siklus hidup sangat penting. Lulusan muda 

menghadapi biaya masuk pekerjaan dan perumahan; keluarga muda menghadapi anak serta KPR; generasi 

tengah merawat anak dan orang tua; pekerja senior memikirkan pensiun. Pendapatan yang sama 

menghasilkan tekanan berbeda pada tahap berbeda. Kebijakan kelas menengah perlu mencakup pendidikan, 

perumahan, pengasuhan, kesehatan, dan pensiun sebagai satu rangkaian. 

Biaya hidup perlu ditangani secara struktural. Dari perspektif manajemen rumah tangga, indikator utama 

adalah debt service ratio, saving rate, emergency buffer, protection gap, dan net worth. Namun kemampuan 

mengelola keuangan dibatasi struktur. Tidak realistis menyuruh keluarga menabung lebih banyak bila upah 

riil stagnan dan biaya tempat tinggal melonjak. Literasi penting, tetapi harus berjalan bersama pekerjaan, 

persaingan, layanan, dan regulasi produk. 

Indonesia membutuhkan kelas menengah yang aman dan optimistis. Perspektif ekonomi politik 

menjelaskan distribusi biaya. Pasar lahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan kredit dibentuk oleh 

regulasi, konsentrasi, investasi publik, dan kekuasaan. Ketika pasokan terbatas atau informasi asimetris, 

rumah tangga membayar lebih. Tekanan kelas menengah karenanya bukan semata keputusan belanja, tetapi 

hasil tata kelola ekonomi. 

Prinsip kebijakannya adalah memperkuat resilience without dependency. Kelas menengah tidak 

membutuhkan subsidi konsumsi permanen, tetapi membutuhkan institusi yang mengurangi risiko besar dan 

memperluas kesempatan: layanan publik berkualitas, asuransi sosial, pasar kerja dinamis, perumahan, 

kredit bertanggung jawab, dan instrumen tabungan. Dengan fondasi tersebut, pendapatan dapat diubah 

menjadi aset dan mobilitas. 
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Studi Kasus Rumah Tangga Kelas Menengah Indonesia 

Kasus 1: Pasangan Profesional Muda di Jabodetabek 

Pasangan memperoleh dua gaji dan secara statistik berada di kelas menengah. Mereka menyewa dekat 

transportasi, mencicil kendaraan, membayar pendidikan lanjutan, dan menabung untuk uang muka. 

Pendapatan meningkat, tetapi harga rumah naik lebih cepat. Setelah memiliki anak, biaya pengasuhan 

mengurangi satu pendapatan efektif. Rumah tangga ini bukan miskin, tetapi mobility-constrained dan 

sangat sensitif terhadap kehilangan pekerjaan. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 2: Pegawai Tetap dengan Sandwich Generation 
Seorang pegawai memiliki gaji tetap, KPR, dua anak, dan orang tua tanpa pensiun memadai. Ia membiayai 

sekolah, kesehatan, serta transfer antar-generasi. Status formal memberi keamanan, tetapi kewajiban 

membuat saving rate rendah. Risiko utama bukan konsumsi mewah, melainkan biaya perawatan dan tidak 

adanya long-term care system. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 3: Pengusaha Mikro Naik Kelas 

Pemilik usaha memperoleh omzet tinggi tetapi pendapatan sangat musiman. Ia menggunakan pinjaman 

digital untuk modal dan kebutuhan rumah tangga. Ketika penjualan turun, kewajiban tetap berjalan. 

Formalisasi dan akses kredit produktif dengan tenor sesuai dapat mengubah profil risiko, sedangkan kredit 

konsumsi jangka pendek menciptakan spiral. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 4: Keluarga dengan Pendidikan Privat 

Keluarga memilih sekolah privat karena persepsi mutu. Pendidikan menyerap porsi besar pengeluaran, 

ditambah kursus dan perangkat. Investasi tersebut merupakan strategi mobilitas, tetapi mengurangi 

tabungan pensiun. Jika sekolah publik bermutu lebih merata, pendapatan riil keluarga meningkat tanpa 

transfer tunai. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 
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Kasus 5: Pekerja Gig dengan Pendapatan Menengah 

Pendapatan bulanan rata-rata cukup, tetapi fluktuatif. Pekerja menanggung kendaraan, bahan bakar, 

perawatan, asuransi, dan risiko sakit. Bank sulit menilai pendapatan; platform menilai secara algoritmik. 

Portable benefits, data pendapatan yang dapat dibawa, dan produk kredit berbasis arus kas dapat 

meningkatkan resilience. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 6: Pemilik Rumah tetapi Cash-Flow Poor 

Rumah tangga memiliki rumah dengan nilai meningkat, tetapi pendapatan pensiun terbatas. Secara aset 

tampak kaya, secara arus kas tertekan. Pajak, perawatan, dan kesehatan membebani. Instrumen reverse 

mortgage yang aman atau layanan sosial dapat membantu, tetapi perlindungan konsumen sangat penting. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 7: Keluarga Daerah dengan Biaya Mobilitas 

Biaya perumahan lebih rendah, tetapi kesempatan kerja, layanan spesialis, dan perguruan tinggi jauh. 

Keluarga mengeluarkan biaya perjalanan, kos anak, dan migrasi. Ketimpangan wilayah mengubah 

keranjang biaya. Pembangunan daerah dan layanan digital dapat mengurangi tekanan, tetapi kualitas tetap 

menentukan. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 8: Rumah Tangga dengan Multiple BNPL 

Pembelian kecil tersebar pada beberapa aplikasi sehingga cicilan tampak ringan. Akumulasi jatuh tempo 

mengurangi likuiditas dan mendorong pinjaman baru. Masalah bukan satu transaksi, melainkan fragmentasi 

informasi. Consolidated credit view, affordability assessment, cooling-off, dan financial counseling 

dibutuhkan. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 9: Karyawan Terdampak PHK 

Karyawan memiliki KPR dan tabungan tiga bulan. Pesangon membantu, tetapi pencarian kerja lebih lama 

karena posisi setara terbatas. Ia menurunkan konsumsi dan menarik investasi. Unemployment insurance, 

reskilling, mortgage forbearance, dan layanan penempatan dapat mencegah penurunan permanen. 
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Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Kasus 10: Kelas Menengah Atas dengan Leverage Aset 

Rumah tangga memiliki properti dan investasi yang dibiayai utang. Ketika harga naik, kekayaan tumbuh; 

ketika bunga atau harga berubah, leverage memperbesar kerugian. Tekanan kelas menengah tidak seragam. 

Regulasi makroprudensial dan literasi investasi diperlukan untuk mencegah risiko sistemik. 

Pelajaran kasus ini adalah bahwa klasifikasi berbasis pengeluaran perlu dilengkapi household balance sheet. 

Kebijakan yang sama dapat menghasilkan dampak berbeda berdasarkan kepemilikan rumah, kestabilan 

kerja, tanggungan, dan jenis utang. Early warning harus membaca arus kas, tunggakan, depletion of savings, 

dan coping strategies. 

Pendalaman Analitis: Tiga Sumbu Tekanan 

A. Pendapatan yang Tumbuh Lambat 

Tekanan pendapatan tidak selalu berarti gaji turun secara nominal. Ia dapat muncul ketika kenaikan gaji 

lebih lambat daripada harga kebutuhan atau aspirasi standar hidup. Pekerja berpendidikan tinggi juga 

menghadapi credential inflation: gelar yang dahulu menjamin karier kini menjadi syarat minimum. Return 

pendidikan dapat menurun bila penciptaan pekerjaan berkualitas tertinggal. 

Struktur perusahaan penting. Ekonomi yang didominasi usaha mikro memiliki produktivitas dan kapasitas 

upah terbatas. Perusahaan besar dapat membayar lebih, tetapi menyerap bagian kecil tenaga kerja. 

Kebijakan kelas menengah memerlukan firms upgrading: perusahaan kecil tumbuh, masuk rantai nilai, 

mengadopsi manajemen, dan menciptakan jenjang. 

Real wage stagnation mengurangi konsumsi diskresi dan tabungan. Rumah tangga mempertahankan standar 

melalui jam kerja tambahan atau kredit. Dalam jangka pendek konsumsi terlihat stabil; dalam jangka 

panjang kelelahan dan leverage meningkat. Data upah perlu dibaca bersama jam dan secondary jobs. 

Pendapatan juga dipengaruhi pajak dan manfaat. Take-home pay berbeda dari gaji bruto, sementara layanan 

publik mengubah pendapatan riil. Sistem yang mengenakan kontribusi tetapi memberi layanan bermutu 

dapat memperkuat kelas menengah. Masalah muncul bila rumah tangga membayar pajak sekaligus membeli 

layanan privat. 

B. Utang sebagai Jembatan dan Beban 
Utang memungkinkan rumah tangga membeli rumah sebelum memiliki seluruh dana, membiayai 

pendidikan, dan menghaluskan konsumsi. Dalam teori konsumsi antarwaktu, kredit meningkatkan 

kesejahteraan bila pendapatan masa depan cukup. Namun ketidakpastian, bias optimisme, dan desain 

produk membuat asumsi sering tidak terpenuhi. 

Household debt-to-income pada tingkat agregat dapat tampak rendah, tetapi distribusi penting. Utang 

terkonsentrasi pada kelompok dengan akses dan aset, sedangkan pinjaman berbiaya tinggi dapat 

terkonsentrasi pada rumah tangga rentan. Statistik bank tidak mencakup seluruh utang informal. Analisis 

perlu mengintegrasikan SLIK, fintech, koperasi, pegadaian, dan survei. 
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Debt service ratio merupakan indikator arus kas. Rasio yang aman bervariasi menurut pendapatan, 

tanggungan, volatilitas, dan jenis bunga. KPR beragunan dengan tenor panjang berbeda dari pinjaman tanpa 

agunan. Regulasi tidak dapat menggunakan satu angka mekanis, tetapi affordability dan stress testing 

diperlukan. 

Utang juga memiliki dimensi perilaku. Present bias membuat manfaat sekarang lebih menarik; frictionless 

credit mengurangi waktu refleksi. Desain aplikasi, limit, notifikasi, dan bundling dapat mendorong 

konsumsi. Consumer protection harus memperhatikan behavioral design, bukan hanya disclosure. 

C. Biaya Hidup Struktural 

Biaya hidup kelas menengah sangat terkait struktur kota dan layanan. Perumahan mahal bukan hanya 

inflasi, tetapi hasil pasokan lahan, zoning, transportasi, dan konsentrasi pekerjaan. Pendidikan privat 

meningkat ketika mutu publik tidak dipercaya. Kendaraan dibeli karena transit terbatas. Pengeluaran privat 

sering menggantikan kekurangan infrastruktur. 

Biaya digital telah menjadi kebutuhan. Internet, perangkat, langganan, keamanan, dan platform pendidikan 

masuk keranjang. Digitalisasi dapat menghemat waktu, tetapi juga menciptakan recurring payments. 

Rumah tangga perlu mengelola subscription economy yang kecil namun kumulatif. 

Biaya sosial dan budaya juga nyata: pernikahan, ritual, bantuan keluarga, dan status. Antropologi ekonomi 

membantu memahami bahwa rumah tangga tidak mengoptimalkan utilitas individual saja; mereka 

mempertahankan jaringan dan identitas. Kebijakan literasi yang mengabaikan budaya kurang efektif. 

Solusi biaya hidup harus memisahkan shock dan struktur. Bantuan tunai membantu saat shock; peningkatan 

pasokan, persaingan, layanan, dan tata ruang mengatasi struktur. Menahan harga tanpa memperbaiki 

pasokan dapat menciptakan kelangkaan. Kebijakan harus seimbang. 

Peta Jalan Kelas Menengah Tangguh 2026-2035 

Tahap 1: Pengukuran dan Peringatan Dini (2026-2027) 

Bangun Dashboard Kelas Menengah yang menggabungkan mobilitas kelas, upah riil, pekerjaan, biaya 

hidup, KPR, BNPL, pinjaman daring, tabungan, pensiun, dan arrears. Data terpilah menurut wilayah, usia, 

gender, dan status kerja. Ukur probability of downward mobility, bukan hanya jumlah statis. 

Tahap 2: Menurunkan Biaya Hidup Struktural (2027-2029) 

Percepat perumahan sewa dan milik yang terhubung transportasi, tingkatkan mutu sekolah dan layanan 

kesehatan, perluas childcare, dan perbaiki kompetisi pangan serta logistik. Targetnya menurunkan share 

pengeluaran wajib sehingga tabungan rumah tangga meningkat. 

Tahap 3: Pekerjaan dan Upah Kelas Menengah (2027-2031) 

Hubungkan kebijakan industri, digital, hijau, dan jasa dengan target pekerjaan berupah memadai. 

Kembangkan perusahaan menengah, keterampilan, apprenticeship, dan mobilitas. Insentif dikaitkan dengan 

produktivitas, upah, pelatihan, dan pemasok. 

Tahap 4: Ekosistem Kredit dan Kesehatan Keuangan (2026-2030) 

Integrasikan data kredit secara bertanggung jawab, perkuat affordability assessment, disclosure total cost, 

cooling-off, dan penanganan kesulitan. Kembangkan financial counseling dan debt restructuring. Produk 

kredit harus dinilai dari outcome, bukan penyaluran. 
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Tahap 5: Kepemilikan Aset dan Perlindungan Jangka Panjang (2028-2035) 

Perluas tabungan pensiun, emergency savings, kepemilikan rumah terjangkau, instrumen investasi biaya 

rendah, dan perlindungan kesehatan. Gunakan auto-enrolment dan matching bagi kelompok tertentu. Fokus 

pada net worth dan resilience. 

Tahap 6: Social Protection for the Middle (2027-2032) 

Kembangkan manfaat portabel, asuransi pengangguran, reskilling, paid leave, childcare, dan perlindungan 

terhadap shock kesehatan. Sistem harus melengkapi bantuan bagi kelompok miskin, bukan bersaing. 

Pembiayaan dilakukan berkelanjutan. 

Tahap 7: Mobilitas Antargenerasi (2026-2035) 

Pastikan gizi, sekolah, perguruan tinggi, magang, housing, dan akses kerja tidak terlalu bergantung pada 

kekayaan orang tua. Ukur outcome generasi muda: pekerjaan, upah, rumah, keluarga, dan aset. Kebijakan 

kelas menengah adalah kebijakan kesempatan. 

Balanced Scorecard Ketahanan Kelas Menengah 
Perspektif Tujuan Indikator Peringatan 

Pendapatan Daya beli dan stabilitas Upah riil median, 

volatilitas 

Penurunan/PHK 

Pekerjaan Karier bermutu Formalitas, jenjang, 

benefits 

Low-value jobs 

Biaya Hidup Keterjangkauan Housing, transport, 

pendidikan 

Share wajib naik 

Utang Leverage sehat DSR, TWP, arrears Multiple borrowing 

Aset Kekayaan bersih Tabungan, rumah, 

pensiun 

Asset gap 

Perlindungan Shock resilience Cakupan asuransi, dana 

darurat 

Depletion 

Mobilitas Naik kelas Transisi kelas, outcome 

anak 

Downward mobility 

Kesejahteraan Rasa aman Financial stress, life 

satisfaction 

Anxiety 

Dua Belas Rekomendasi Prioritas 
Pertama, jadikan penciptaan pekerjaan berupah kelas menengah sebagai target eksplisit kebijakan industri 

dan investasi. 

Kedua, terbitkan indeks biaya hidup keluarga menurut kota, tahap kehidupan, dan kelompok pendapatan. 

Ketiga, bangun kebijakan perumahan yang mengintegrasikan pasokan, sewa, transit, dan pajak tanah. 
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Keempat, tingkatkan kualitas layanan publik agar kelas menengah tidak membayar dua kali melalui pajak 

dan layanan privat. 

Kelima, perluas childcare dan long-term care sebagai infrastruktur partisipasi kerja dan kesetaraan gender. 

Keenam, terapkan responsible lending lintas bank, multifinance, BNPL, dan pinjaman daring dengan 

consolidated affordability view. 

Ketujuh, sediakan financial counseling dan debt workout bagi rumah tangga sebelum gagal bayar. 

Kedelapan, perluas auto-enrolment tabungan pensiun dan dana darurat dengan desain biaya rendah. 

Kesembilan, bangun portable benefits untuk pekerja informal dan gig. 

Kesepuluh, kembangkan social protection for the middle saat PHK, sakit, atau reskilling. 

Kesebelas, ukur ketimpangan aset dan mobilitas antargenerasi secara rutin. 

Keduabelas, komunikasikan kondisi kelas menengah secara jujur: mengakui kemajuan sekaligus tekanan. 

Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan IBM-ASMI 
Kelas menengah merupakan topik lintas manajemen keuangan, pemasaran, SDM, strategi, operasi, 

ekonomi, dan kebijakan publik. Mahasiswa perlu memahami bahwa rumah tangga adalah unit ekonomi 

dengan laporan laba-rugi, arus kas, neraca, dan risiko. Namun berbeda dari perusahaan, rumah tangga 

memiliki kebutuhan, relasi, dan kewajiban moral yang tidak dapat direduksi menjadi optimasi. 

Pengajaran keuangan personal perlu bergerak dari nasihat umum menuju analisis struktural. Mahasiswa 

dapat menyusun household cash-flow, menghitung DSR, stress test bunga, dan mengevaluasi produk. Pada 

saat yang sama mereka menganalisis perumahan, pasar kerja, dan layanan. Pendekatan ini menghindari 

victim blaming. 

Bagi pemasaran, kelas menengah adalah pasar besar tetapi heterogen. Segmentasi tidak boleh hanya gaya 

hidup. Financial vulnerability, life stage, location, dan protection gap memengaruhi kebutuhan. Responsible 

marketing penting untuk kredit, pendidikan, kesehatan, properti, dan digital. 

IBM-ASMI dapat mengembangkan observatorium kelas menengah, studi kasus, survei alumni, dan klinik 

UMKM/keluarga. Riset terapan menghubungkan data dengan pengalaman. Executive education dapat 

membantu perusahaan mendesain pekerjaan, benefit, dan produk yang mendukung financial health. 

Manajemen yang baik tidak hanya menjual kepada kelas menengah, tetapi membantu menciptakan kelas 

menengah. Perusahaan melakukannya melalui pekerjaan, upah, pelatihan, pemasok, produk adil, dan pajak. 

Perspektif ini memperluas tanggung jawab bisnis. 

Glossarium 
Affordability assessment: Penilaian kemampuan peminjam membayar tanpa mengorbankan kebutuhan 

dasar. 

Aspiring middle class: Kelompok menuju kelas menengah; dalam klasifikasi BPS berada pada 1,5-3,5 kali 

garis kemiskinan. 

BNPL: Buy now pay later, fasilitas pembayaran tangguh atau cicilan digital. 

Care economy: Aktivitas pengasuhan dan perawatan anak, lansia, sakit, dan rumah tangga. 
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Debt service ratio: Proporsi pendapatan yang digunakan untuk pembayaran pokok dan bunga utang. 

Dana darurat: Aset likuid untuk menutup pengeluaran saat pendapatan terganggu atau terjadi shock. 

Downward mobility: Perpindahan rumah tangga ke kelas ekonomi lebih rendah. 

Financial health: Kemampuan mengelola kebutuhan, menghadapi shock, mencapai tujuan, dan memiliki 

pilihan. 

Garis kemiskinan: Nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar menurut metodologi 

statistik. 

Gig economy: Pekerjaan berbasis tugas atau platform dengan hubungan kerja fleksibel. 

Household balance sheet: Catatan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih rumah tangga. 

Kelas menengah: Dalam klasifikasi BPS, kelompok dengan pengeluaran 3,5-17 kali garis kemiskinan. 

Kredit konsumsi: Pembiayaan untuk konsumsi rumah tangga seperti rumah, kendaraan, multiguna, atau 

barang. 

Net worth: Total aset dikurangi total kewajiban. 

Pinjaman daring: Layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi yang diatur OJK. 

Protection gap: Selisih antara perlindungan yang dibutuhkan dan yang dimiliki. 

Real wage: Upah yang telah disesuaikan dengan perubahan harga. 

Sandwich generation: Generasi yang menanggung kebutuhan anak dan orang tua secara bersamaan. 

Social protection for the middle: Instrumen perlindungan terhadap shock bagi rumah tangga di atas 

sasaran bantuan kemiskinan. 

TWP90: Tingkat wanprestasi pinjaman daring lebih dari 90 hari. 

Working middle class: Rumah tangga yang mencapai standar kelas menengah terutama melalui 

pendapatan kerja. 
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Catatan Kontekstual Indonesia 
Data BPS September 2024 mengelompokkan 8,57 persen penduduk sebagai miskin, 24,42 persen rentan 

miskin, 49,29 persen menuju kelas menengah, 17,25 persen kelas menengah, dan 0,46 persen kelas atas. 

BPS juga menyatakan kelas menengah dan menuju kelas menengah secara bersama mencakup 66,35 persen 

penduduk pada 2024 dan menyumbang 81,49 persen konsumsi masyarakat. 

Bank Dunia pada Juni 2025 mencatat bahwa pertumbuhan paling terasa bagi kelompok berpendapatan 

rendah, tetapi manfaatnya berkurang bagi kelompok menengah, yang terlihat dari pertumbuhan konsumsi 

yang lebih lambat pada rumah tangga aspiring middle class. Pada Desember 2025 Bank Dunia juga 

https://doi.org/10.1515/9781400829965
https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226277509.001.0001
https://doi.org/10.4159/9780674369542
https://doi.org/10.1515/9781400839803


Kelas Menengah Indonesia dalam Tekanan: Antara Pendapatan, Utang, dan Biaya Hidup 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 

Halaman 36 

menyoroti bahwa banyak pekerjaan baru berada di sektor bernilai tambah rendah dan upah riil menurun 

rata-rata 1,1 persen per tahun pada 2018-2024. 

OJK melaporkan outstanding pinjaman daring mencapai Rp94,85 triliun pada November 2025, tumbuh 

25,45 persen tahunan, dengan TWP90 4,33 persen. Pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan 

mencapai Rp11,24 triliun dan tumbuh 68,61 persen tahunan. Angka ini tidak otomatis berarti krisis utang 

rumah tangga, tetapi menunjukkan cepatnya ekspansi kredit digital dan pentingnya pengawasan kualitas. 

Data dan status regulasi dapat berubah. Pembaca perlu memeriksa rilis BPS, Bank Indonesia, OJK, KSSK, 

dan Bank Dunia terbaru ketika menggunakan artikel ini untuk keputusan operasional. 

Penutup Reflektif 
Kelas menengah adalah kelompok yang hidup dari kombinasi penghasilan, aspirasi, dan disiplin. Mereka 

membayar pendidikan agar anak maju, mencicil rumah agar memiliki keamanan, menggunakan kendaraan 

untuk mengakses pekerjaan, dan menabung untuk masa depan. Ketika sistem ekonomi membuat semua 

tujuan tersebut semakin mahal sementara pendapatan tidak tumbuh sepadan, tekanan tidak dapat dijelaskan 

sebagai gaya hidup semata. 

Utang menjadi simbol ambivalensi. Ia dapat membuka pintu aset dan mobilitas, tetapi juga mengikat rumah 

tangga pada masa depan yang tidak pasti. Kunci bukan menolak kredit, melainkan memastikan kredit sesuai 

tujuan, kemampuan, dan perlindungan. Sistem keuangan yang sehat membantu rumah tangga membangun 

kekayaan, bukan hanya mempertahankan konsumsi. 

Biaya hidup bukan hanya soal harga barang. Ia adalah hasil kota, sekolah, rumah sakit, pasar tenaga kerja, 

energi, logistik, dan keluarga. Kebijakan kelas menengah karenanya harus lintas sektor. Menurunkan biaya 

perjalanan atau childcare dapat lebih berharga daripada potongan pajak kecil. Meningkatkan mutu sekolah 

publik dapat meningkatkan pendapatan riil secara besar. 

Indonesia tidak cukup memiliki kelas menengah besar secara statistik. Negara membutuhkan kelas 

menengah yang percaya bahwa kerja menghasilkan kemajuan, mampu menghadapi shock tanpa jatuh, 

memiliki aset, dan melihat masa depan anak lebih baik. Kepercayaan tersebut adalah modal ekonomi dan 

demokrasi. 

Transformasi dari kelas menengah konsumtif menuju kelas menengah produktif dan beraset bukan ajakan 

menyalahkan konsumsi. Ia merupakan strategi membangun pekerjaan, perusahaan, perumahan, tabungan, 

dan layanan. Ketika kelas menengah tangguh, konsumsi, investasi manusia, pajak, inovasi, dan stabilitas 

akan saling memperkuat. 

Catatan Penulis 
Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan. Data 

mutakhir yang digunakan berasal dari publikasi resmi yang tersedia sampai Agustus 2026 dan dapat 

diperbarui pada rilis berikutnya. 
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Pendalaman Analitis: Arsitektur Tekanan Kelas Menengah 

A. Kelas Menengah sebagai Status dan Proses 

Kelas menengah sering dibayangkan sebagai kategori yang stabil, padahal bagi banyak rumah tangga ia 

lebih tepat dipahami sebagai proses mobilitas. Seseorang dapat masuk kelas menengah setelah memperoleh 

pekerjaan formal, menikah, atau memulai usaha, lalu turun ketika kehilangan penghasilan atau menghadapi 

biaya kesehatan. Mobilitas tersebut menjelaskan mengapa ukuran potret satu waktu perlu dilengkapi data 

panel. Pertanyaan yang penting bukan hanya berapa orang berada di kelas menengah tahun ini, tetapi berapa 

yang bertahan lima tahun dan berapa yang naik dari kelompok menuju kelas menengah. 

Identitas subjektif juga berbeda dari klasifikasi statistik. Rumah tangga dengan pengeluaran memenuhi 

batas kelas menengah mungkin merasa biasa saja karena tinggal di kota mahal atau menanggung keluarga 

luas. Sebaliknya, keluarga di daerah dengan rumah milik sendiri dan biaya rendah mungkin merasa mapan 

meski pengeluaran per kapita lebih kecil. Identitas dipengaruhi pekerjaan, pendidikan, kepemilikan, gaya 

hidup, dan kelompok referensi. 

Status kelas menengah memiliki dimensi aspirasi. Rumah tangga bersedia mengorbankan konsumsi 

sekarang untuk pendidikan, rumah, dan usaha karena percaya masa depan lebih baik. Ketika mobilitas 

tersendat, aspirasi berubah menjadi frustrasi. Ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi dan 

mengubah perilaku konsumsi menjadi defensif. 

Kebijakan perlu menjaga ladder of mobility. Tangga tersebut mencakup gizi, sekolah, perguruan tinggi, 

pekerjaan pertama, karier, kepemilikan rumah, usaha, dan pensiun. Kegagalan pada satu anak tangga dapat 

menghasilkan scarring. Misalnya, lulusan yang lama menganggur mengalami upah lebih rendah sepanjang 

karier. Program transisi memiliki nilai besar. 

B. Pendapatan Bruto, Pendapatan Bersih, dan Pendapatan Diskresi 
Gaji bruto sering digunakan untuk menilai kemampuan kelas, tetapi rumah tangga hidup dari pendapatan 

bersih setelah pajak, kontribusi, dan biaya kerja. Komuter membayar ongkos, pakaian, makan, perangkat, 

dan pengasuhan. Pekerja mandiri menanggung biaya usaha. Dua gaji bruto sama dapat menghasilkan 

disposable income sangat berbeda. 

Lebih jauh, discretionary income adalah sisa setelah kebutuhan wajib dan cicilan. Inilah ruang untuk 

tabungan, rekreasi, pendidikan tambahan, atau investasi. Tekanan kelas menengah muncul ketika 

pendapatan bersih naik tetapi pengeluaran wajib tumbuh lebih cepat. Konsumsi diskresi menurun dan sektor 

ritel merasakan pelemahan. 

Analisis perusahaan mengenai kompensasi perlu memasukkan total reward. Asuransi, cuti, fleksibilitas, 

transportasi, childcare, dan pensiun mengubah kesejahteraan. Karyawan dapat memilih gaji sedikit lebih 

rendah dengan benefits kuat. Bagi perusahaan, desain benefit yang tepat meningkatkan retensi dan 

produktivitas. 

Pemerintah dapat mengembangkan disposable-income accounts pada survei dan statistik. Pendapatan sulit 

diukur di ekonomi informal, sehingga pengeluaran tetap penting. Namun kombinasi pengeluaran, 

pekerjaan, aset, transfer, dan kredit memberi gambaran lebih lengkap. 

C. Ketidakpastian Pendapatan dan Precautionary Behavior 

Pendapatan fluktuatif memengaruhi kesejahteraan lebih dari rata-rata. Rumah tangga dengan penghasilan 

Rp10 juta tetap setiap bulan lebih mudah merencanakan daripada rumah tangga dengan rata-rata sama tetapi 
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rentang Rp3-17 juta. Ketidakpastian mendorong tabungan berjaga-jaga bila mampu; bila tidak, mendorong 

kredit jangka pendek. 

Pekerja komisi, kontrak, gig, usaha, dan sektor musiman menghadapi volatility. Sistem kredit tradisional 

sering tidak cocok karena menilai slip gaji. Fintech menggunakan data transaksi, tetapi prediksi tidak 

menghapus risiko. Produk perlu memiliki cicilan fleksibel, grace period, dan restrukturisasi. 

Ketidakpastian juga mengubah keputusan keluarga. Pernikahan, kelahiran, rumah, dan pendidikan ditunda. 

Penurunan fertilitas di banyak negara terkait biaya dan insecurity. Indonesia perlu memahami keputusan 

demografi sebagai sinyal ekonomi, bukan hanya budaya. 

Perlindungan pengangguran dan income smoothing dapat mengurangi precautionary contraction. Saat 

shock, rumah tangga tidak perlu memangkas konsumsi terlalu dalam. Ini menstabilkan ekonomi makro. 

Social insurance bagi kelas menengah memiliki fungsi countercyclical. 

D. KPR dan Paradoks Kepemilikan Rumah 

Kepemilikan rumah dianggap penanda kelas menengah, tetapi jalurnya semakin sulit di pusat ekonomi. 

Uang muka, rasio cicilan, dan lokasi menjadi hambatan. Rumah murah sering jauh dari pekerjaan sehingga 

biaya transportasi dan waktu menghapus keterjangkauan. Total cost of housing harus memasukkan komuter 

dan layanan. 

KPR memaksa tabungan melalui amortisasi dan melindungi dari kenaikan sewa. Namun ia mengurangi 

fleksibilitas untuk pindah kerja, terutama bila pasar sekunder lemah. Suku bunga tetap sementara lalu 

mengambang dapat menciptakan payment shock. Konsumen perlu memahami schedule, biaya, asuransi, 

dan penalti. 

Subsidi sisi permintaan tanpa pasokan dapat mendorong harga. Penyediaan rumah memerlukan tanah, izin, 

kepadatan, infrastruktur, dan pembiayaan konstruksi. Rental housing penting bagi pekerja muda dan 

mobilitas, tetapi kebijakan sering terlalu fokus kepemilikan. 

Kepemilikan juga menciptakan pembelahan. Pemilik lama menikmati kenaikan nilai, pembeli baru 

membayar mahal. Pajak tanah yang baik, land value capture, dan housing supply dapat menyeimbangkan. 

Kebijakan rumah adalah kebijakan distribusi aset. 

E. Pendidikan sebagai Investasi dan Sumber Tekanan 
Kelas menengah percaya pendidikan adalah jalur utama mobilitas. Pengeluaran meliputi uang sekolah, 

buku, transportasi, kursus, perangkat, internet, kos, dan opportunity cost. Ketika pasar kerja tidak 

memberikan return yang sesuai, rumah tangga mengalami education debt secara finansial dan emosional. 

Kualitas publik yang tidak merata mendorong shadow education. Les dan bimbingan menjadi norma, 

menciptakan arms race. Keluarga yang mampu membeli keuntungan, sedangkan yang tidak tertinggal. Ini 

memperkuat reproduksi kelas. 

Perguruan tinggi menghadapi tantangan keterhubungan kerja. Gelar tetap bernilai, tetapi variasi outcome 

besar. Informasi mengenai biaya, completion, employment, dan earnings perlu transparan. Student 

financing harus melindungi dari utang yang tidak sebanding dengan return. 

Investasi pendidikan juga perlu meliputi orang dewasa. Kelas menengah menghadapi perubahan teknologi 

dan perlu reskilling. Kredit pendidikan saja tidak cukup; waktu belajar dan dukungan pendapatan penting. 

Perusahaan serta negara perlu berbagi biaya. 
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F. Kesehatan dan Neraca Rumah Tangga 

Penyakit memengaruhi kelas menengah melalui biaya langsung, kehilangan pendapatan, dan perawatan. 

Jaminan kesehatan publik sangat penting, tetapi biaya nonmedis, obat tertentu, kamar, perjalanan, dan 

caregiver tetap ada. Penyakit kronis mengubah anggaran selama bertahun-tahun. 

Rumah tangga sering underinsured karena produk kompleks atau merasa muda. Protection gap baru terlihat 

saat shock. Asuransi komersial dapat melengkapi, tetapi membutuhkan transparansi, portability, dan 

kontrol biaya. Over-insurance pada sebagian risiko juga dapat memboroskan. 

Preventive care dan workplace health mengurangi risiko. Perusahaan dapat mendukung screening, mental 

health, dan fleksibilitas. Namun program wellness tidak boleh menggantikan kondisi kerja yang sehat. 

Long-term care akan menjadi isu seiring penuaan. Perawatan lansia saat ini banyak dipikul keluarga, 

terutama perempuan. Tanpa sistem, kelas menengah generasi tengah menghadapi beban besar. Kebijakan 

perlu dirancang jauh sebelum krisis demografi. 

G. BNPL dan Psikologi Pembayaran 

BNPL memisahkan pengalaman membeli dari pengalaman membayar. Harga barang terasa sebagai cicilan 

kecil, bukan total biaya. Ini meningkatkan akses dan penjualan, tetapi dapat mengaburkan keterjangkauan. 

Beberapa cicilan dari platform berbeda menciptakan stacking. 

Tidak semua BNPL mahal; promosi nol persen dapat efisien bila dibayar tepat waktu. Risiko muncul pada 

denda, keterlambatan, impulse buying, dan penggunaan untuk kebutuhan rutin. Produk perlu menampilkan 

total obligations dan tanggal dalam satu dashboard. 

Desain perilaku sangat penting. Default, urgency, gamification, dan limit escalation memengaruhi 

keputusan. Regulasi perlu memeriksa fair digital design. Disclosure panjang tidak cukup bila antarmuka 

mendorong tindakan sebaliknya. 

Data BNPL masuk sistem kredit secara bertahap dan perlu digunakan proporsional. Keterlambatan kecil 

tidak seharusnya menghancurkan akses jangka panjang, tetapi multiple delinquency harus terdeteksi. 

Consumer consent dan correction rights penting. 

H. Pinjaman Daring dan Emergency Liquidity 

Pinjaman daring sering digunakan karena cepat ketika kebutuhan mendesak dan opsi formal lambat. Ia 

dapat mencegah penjualan aset atau kehilangan kesempatan. Namun biaya tinggi mencerminkan risiko dan 

operasional. Penggunaan berulang untuk makan, sewa, atau cicilan lain menunjukkan distress. 

TWP90 agregat memberi sinyal kualitas, tetapi tidak menggambarkan hardship sebelum default. Peminjam 

mungkin membayar dengan mengurangi kebutuhan atau meminjam dari tempat lain. Survei financial health 

perlu menangkap coping. 

Debt collection dan data privacy menjadi aspek martabat. Regulasi harus memastikan penagihan 

proporsional, kontak terbatas, dan kanal pengaduan. Penyelenggara legal perlu dibedakan dari pinjaman 

ilegal, tetapi legalitas tidak otomatis berarti produk cocok. 

Alternatif emergency liquidity dapat berupa salary advance yang bertanggung jawab, koperasi, savings-

linked credit, dan dana darurat. Tujuannya menyediakan kredit biaya lebih rendah tanpa mendorong 

ketergantungan. 
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I. Dana Darurat, Likuiditas, dan Paradox of Thrift 

Nasihat dana darurat tiga hingga enam bulan ideal, tetapi banyak rumah tangga sulit mencapai. Dana harus 

likuid dan aman, tetapi return rendah. Ketika inflasi tinggi, daya beli turun. Produk otomatis dan rekening 

terpisah membantu. 

Pada tingkat makro, peningkatan tabungan kelas menengah dapat menekan konsumsi jangka pendek, 

terutama saat ketidakpastian. Paradox of thrift menunjukkan semua rumah tangga menabung sekaligus 

dapat memperlambat ekonomi. Kebijakan perlu memulihkan kepercayaan dan pendapatan, bukan meminta 

konsumsi. 

Dana darurat berbeda dari investasi. Memaksa likuiditas masuk aset berisiko meningkatkan kerugian saat 

shock. Urutan keuangan rumah tangga: cash buffer, proteksi, utang mahal, lalu investasi jangka panjang. 

Namun kebutuhan berbeda. 

Employer emergency savings dapat menggunakan payroll deduction. Default enrollment dengan opt-out 

terbukti membantu, tetapi perlu adaptasi lokal. Matching kecil dapat menjadi insentif. 

J. Pensiun dan Beban Masa Depan 

Kelas menengah bekerja hari ini sambil menghadapi usia tua yang lebih panjang. Sistem pensiun formal 

sering menghasilkan replacement rate terbatas, terutama karier terputus dan informal. Banyak bergantung 

pada anak atau properti. 

Pensiun memerlukan compounding dan waktu. Penundaan awal sulit dikejar. Auto-enrolment, escalation, 

biaya rendah, dan portability meningkatkan hasil. Literasi saja tidak cukup karena inertia kuat. 

Investasi pensiun menghadapi risiko pasar, inflasi, dan longevity. Produk harus seimbang antara 

pertumbuhan dan perlindungan. Anuitas dapat mengelola longevity tetapi pasar serta kepercayaan perlu 

dibangun. 

Kebijakan pensiun kelas menengah juga terkait perumahan dan kesehatan. Rumah tanpa utang mengurangi 

kebutuhan, sedangkan biaya medis meningkat. Retirement adequacy harus menggunakan pendekatan 

terpadu. 

K. Pajak dan Persepsi Fairness 

Kelas menengah berinteraksi dengan pajak penghasilan, PPN, cukai, pajak kendaraan, properti, dan 

retribusi. Mereka menilai bukan hanya jumlah, tetapi imbalan layanan dan fairness. Ketika kelompok kaya 

dianggap menghindar atau layanan buruk, tax morale menurun. 

Sistem yang progresif harus menjaga insentif dan administrasi. Bracket creep dapat terjadi saat pendapatan 

nominal naik karena inflasi. Penyesuaian threshold perlu dipertimbangkan. Pajak konsumsi memengaruhi 

kelompok berbeda berdasarkan pola. 

Tax expenditure seperti insentif perumahan atau pendidikan sering menguntungkan yang mampu 

mengakses. Evaluasi distribusi diperlukan. Transfer dan layanan dapat membuat paket fiskal progresif. 

Kelas menengah yang kuat mendukung fiskal bila percaya. Transparansi penggunaan dan kualitas layanan 

memperkuat kontrak sosial. Pendidikan pajak perlu diikuti reformasi nyata. 

L. Kelas Menengah dan UMKM 

Sebagian kelas menengah adalah pemilik usaha, bukan pekerja gaji. Keuangan rumah tangga dan usaha 

bercampur. Omzet sering disalahartikan sebagai pendapatan. Utang usaha dapat dijamin aset keluarga. 

Shock usaha menjadi shock rumah tangga. 
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Pemilik UMKM membutuhkan pembukuan, cash-flow management, asuransi, dan succession. Program 

kredit tanpa manajemen dapat meningkatkan leverage tanpa produktivitas. Pendampingan dan pasar sama 

pentingnya. 

Digitalisasi membuka pasar tetapi menambah biaya platform dan iklan. Data pelanggan menjadi aset. 

UMKM perlu omnichannel dan kemampuan negosiasi. Koperasi atau aggregators dapat membantu. 

Kelas menengah pengusaha juga penting untuk penciptaan kerja. Kebijakan harus membantu scale-up dari 

mikro ke kecil-menengah. Perusahaan yang tumbuh menciptakan pekerjaan kelas menengah bagi orang 

lain. 

M. Ketimpangan Gender dalam Tekanan Kelas Menengah 
Pendapatan rumah tangga dua pencari nafkah meningkatkan ketahanan, tetapi perempuan menghadapi 

motherhood penalty. Setelah anak, jam dan karier terganggu. Biaya childcare dapat mendekati penghasilan, 

mendorong keluar kerja. 

Keluar kerja memiliki biaya jangka panjang: skill depreciation, pensiun rendah, dan bargaining. Kebijakan 

childcare, cuti, fleksibilitas, dan returnship membantu. Perusahaan perlu menilai bias promosi. 

Perempuan juga sering menjadi financial manager rumah tangga dan menanggung stres, tetapi akses aset 

dapat lebih rendah. Kepemilikan bersama dan perlindungan hukum penting. 

Financial products perlu sensitif gender tanpa stereotip. Data menunjukkan kebutuhan, tetapi desain harus 

menjaga autonomy dan privacy. 

N. Ketimpangan Wilayah dan Kelas Menengah Lokal 

Kelas menengah Jakarta berbeda dari kota kecil. Pendapatan lebih tinggi tetapi housing dan waktu mahal. 

Daerah memiliki biaya rendah tetapi peluang, kesehatan spesialis, dan pendidikan terbatas. Pindah dapat 

meningkatkan pendapatan dan biaya. 

Pembangunan kelas menengah daerah memerlukan anchor jobs: industri, universitas, kesehatan, 

pemerintahan, dan jasa. Tanpa itu, talenta bermigrasi dan daerah kehilangan basis pajak. 

Remote work dapat menyebarkan kesempatan, tetapi memerlukan konektivitas dan budaya perusahaan. 

Digital services mengurangi jarak, tetapi pekerjaan high-value masih terkonsentrasi. 

Fiscal decentralization perlu membiayai layanan dan ekosistem produktif. Infrastruktur saja tidak cukup 

tanpa institusi dan SDM. 

O. Kelas Menengah dan Perubahan Iklim 
Kelas menengah menghadapi banjir, panas, polusi, dan harga energi. Rumah, kendaraan, dan kesehatan 

terpapar. Asuransi iklim belum luas. Nilai properti dapat berubah berdasarkan risiko. 

Transisi energi menimbulkan biaya dan manfaat. Kendaraan listrik, panel surya, dan efisiensi membutuhkan 

investasi awal. Insentif sering dinikmati kelompok atas. Desain perlu memperluas akses dan transportasi 

publik. 

Adaptasi rumah tangga memiliki batas. Drainase, ruang hijau, dan layanan adalah tanggung jawab kolektif. 

Membeli air purifier bukan solusi polusi. Biaya privat adalah tanda kegagalan publik. 

Green jobs dapat menciptakan kelas menengah baru bila keterampilan dan industri lokal berkembang. Just 

transition melindungi pekerja sektor terdampak. 
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Kerangka Kesehatan Keuangan Rumah Tangga 
Kesehatan keuangan dapat dibagi menjadi empat dimensi. Pertama, kemampuan memenuhi kewajiban 

harian tanpa menunggak. Kedua, kemampuan menyerap shock melalui tabungan, asuransi, dan fleksibilitas. 

Ketiga, kemajuan menuju tujuan seperti rumah, pendidikan, dan pensiun. Keempat, kebebasan memilih dan 

rasa percaya diri. Pendapatan tinggi tidak menjamin semua dimensi. 

Pengukuran perlu menggabungkan data objektif dan subjektif. DSR, saving rate, arrears, net worth, dan 

protection coverage dilengkapi pertanyaan tentang stres, kontrol, dan harapan. Rumah tangga dapat 

memiliki DSR rendah tetapi stres karena pendapatan tidak pasti. Sebaliknya DSR tinggi pada KPR dengan 

pekerjaan stabil mungkin terkelola. 

Financial health scoring harus digunakan hati-hati. Skor untuk membantu konsumen berbeda dari skor 

untuk menolak akses. Transparansi, consent, dan correction penting. Algoritma tidak boleh menghukum 

pola yang terkait kondisi sosial tanpa pertimbangan. 

Pemerintah dan industri dapat menerbitkan Financial Health Index nasional. Indeks terpilah membantu 

melihat kelompok. Namun tujuan bukan ranking, melainkan intervensi: counseling, produk, perlindungan, 

dan kebijakan biaya hidup. 

Agenda Seratus Hari bagi Pemerintah dan Industri 
1. Bentuk gugus data kelas menengah lintas BPS, BI, OJK, kementerian, akademisi, dan daerah. 

2. Publikasikan dashboard mobilitas kelas, upah riil, biaya hidup, dan kesehatan keuangan. 

3. Lakukan review affordability dan fair design pada BNPL serta kredit digital. 

4. Susun protokol bantuan dini bagi debitur yang kehilangan pekerjaan atau sakit. 

5. Pilih kota pilot untuk integrasi housing, transit, dan childcare. 

6. Kembangkan rekening dana darurat otomatis dan portabel bersama industri. 

7. Review kualitas pekerjaan dalam insentif investasi. 

8. Bangun klinik keuangan independen, bukan berbasis penjualan produk. 

9. Susun indeks biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. 

10. Libatkan kelas menengah, pekerja gig, perempuan, dan UMKM dalam desain. 

Epilog: Menjaga Harapan untuk Naik Kelas 
Kelas menengah tumbuh ketika masyarakat percaya bahwa pendidikan, kerja, dan usaha membawa 

kemajuan. Kepercayaan tersebut tidak hanya psikologis; ia didukung fakta berupa upah, rumah, layanan, 

dan perlindungan. Ketika hubungan antara usaha dan hasil melemah, optimisme berubah menjadi kehati-

hatian. 

Tekanan yang dialami kelas menengah tidak selalu terlihat sebagai krisis. Ia muncul dalam keputusan kecil: 

menunda anak, pindah lebih jauh, menambah cicilan, mengurangi tabungan, menunda dokter, atau 

mengambil pekerjaan kedua. Akumulasi keputusan ini memengaruhi demografi, konsumsi, produktivitas, 

dan kesehatan sosial. 
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Negara tidak dapat menjanjikan semua rumah tangga bebas risiko. Namun negara dapat memastikan bahwa 

satu sakit, PHK, atau kenaikan bunga tidak otomatis menghancurkan satu dekade kemajuan. Ini inti 

resilience. Pasar dan keluarga tetap berperan, tetapi institusi membagi risiko secara efisien. 

Kelas menengah yang tangguh bukan kelas yang hidup mewah. Ia adalah kelas yang memiliki cukup ruang 

untuk merencanakan, berinvestasi, membantu orang lain, dan mengambil risiko produktif. Ia memiliki aset, 

keterampilan, dan suara. Membangun kelas tersebut adalah proyek pembangunan ekonomi dan demokrasi. 

Indonesia memiliki peluang karena kelompok menuju kelas menengah sangat besar. Jika produktivitas, 

pekerjaan, dan layanan membaik, jutaan dapat naik. Jika biaya dan utang menekan, jutaan dapat stagnan 

atau turun. Kebijakan dekade ini menentukan arah. 

Jawaban terhadap tekanan kelas menengah bukan mendorong konsumsi tanpa batas dan bukan menggurui 

agar hidup lebih hemat. Jawabannya adalah kombinasi tanggung jawab individu, praktik bisnis adil, dan 

kebijakan struktural. Dengan kombinasi itu, pendapatan menjadi kesejahteraan, kredit menjadi aset, dan 

biaya hidup tidak memadamkan harapan. 

Lampiran Manajerial dan Kebijakan 

1. Audit Keuangan Rumah Tangga Kelas Menengah 

Audit keuangan rumah tangga dimulai dari pemisahan pendapatan tetap, variabel, dan tidak berulang. 

Bonus tahunan tidak boleh diperlakukan sebagai pendapatan bulanan yang pasti. Pendapatan usaha perlu 

dikurangi biaya operasional, penyusutan, pajak, dan modal kerja. Kesalahan umum adalah menganggap 

omzet sebagai pendapatan atau menggunakan nilai rata-rata tanpa memperhitungkan bulan buruk. 

Pengeluaran dibagi menjadi esensial, kontraktual, strategis, dan diskresi. Esensial mencakup pangan, 

tempat tinggal, kesehatan, dan utilitas. Kontraktual mencakup cicilan dan premi. Strategis mencakup 

pendidikan, keterampilan, dan perlindungan. Diskresi mencakup rekreasi serta gaya hidup. Klasifikasi 

bukan untuk menghakimi, tetapi melihat ruang penyesuaian. 

Neraca mencatat aset likuid, investasi, pensiun, rumah, usaha, dan kendaraan, serta seluruh kewajiban. Nilai 

aset perlu konservatif dan memperhitungkan biaya jual. Rumah yang ditempati memberi layanan tetapi 

tidak selalu likuid. Kendaraan menyusut. Kekayaan bersih positif belum tentu berarti arus kas sehat. 

Stress test mensimulasikan kehilangan 30-50 persen pendapatan selama tiga hingga enam bulan, kenaikan 

bunga, biaya kesehatan, atau pendidikan. Pertanyaan bukan hanya apakah cicilan dapat dibayar, tetapi apa 

yang harus dikorbankan. Hasil menentukan ukuran dana darurat, asuransi, dan keputusan utang. 

Audit diakhiri action hierarchy: lindungi kebutuhan, hentikan utang mahal, bangun buffer, jaga proteksi, 

kemudian investasi. Namun urutan tidak kaku. Keluarga dengan risiko kesehatan tinggi mungkin 

mendahulukan proteksi. Konseling profesional harus bebas konflik kepentingan. 

2. Stress Test Kebijakan Kelas Menengah 

Setiap kebijakan besar perlu diuji terhadap beberapa rumah tangga contoh. Kenaikan tarif transportasi 

mungkin kecil bagi pemilik mobil, tetapi besar bagi komuter. Insentif KPR bermanfaat bagi calon pembeli 

dengan uang muka, bukan penyewa miskin aset. Potongan pajak pendidikan bermanfaat bagi pembayar 

pajak, sementara keluarga lain membutuhkan layanan langsung. 
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Stress test fiskal menghitung dampak bersih pajak, transfer, harga, dan layanan. Rumah tangga tidak 

merasakan kebijakan dalam silo kementerian. Subsidi energi dapat menurunkan biaya tetapi menambah 

emisi dan mengurangi anggaran sekolah. Kebijakan perlu dinilai sebagai paket. 

Scenario analysis meliputi resesi, inflasi pangan, kenaikan bunga, bencana, dan disrupsi teknologi. Apakah 

bantuan otomatis aktif? Apakah kredit dapat direstrukturisasi? Apakah layanan penempatan tersedia? 

Respons yang dirancang sebelum krisis lebih cepat dan adil. 

Distribusi wilayah harus diuji. Standar nasional dapat tidak sesuai biaya kota. Transfer dan threshold perlu 

mempertimbangkan harga. Namun kompleksitas harus diseimbangkan dengan administrasi. 

Ringkasan stress test perlu dipublikasikan. Transparansi membantu publik memahami trade-off dan 

meningkatkan kualitas debat. Model tidak sempurna, tetapi lebih baik daripada asumsi rumah tangga rata-

rata. 

3. Produk Keuangan yang Mendukung Mobilitas 

Produk keuangan seharusnya membantu rumah tangga berpindah dari pendapatan ke aset. KPR dengan 

transparansi bunga, tabungan uang muka, dan perlindungan shock dapat mendukung rumah. Kredit 

pendidikan berbasis kualitas dan kemampuan dapat mendukung keterampilan. Kredit usaha dengan grace 

period sesuai cash-flow dapat mendukung produktivitas. 

Sebaliknya, produk yang hanya menambah consumption smoothing tanpa membangun pendapatan perlu 

dibatasi. Bukan berarti kredit konsumsi selalu buruk; kulkas atau kendaraan dapat produktif. Penilaian harus 

memahami tujuan dan alternatif. 

Bundling proteksi dan tabungan dapat membantu tetapi berisiko kompleks dan mahal. Unbundled 

disclosure dan comparison tools diperlukan. Konsumen perlu melihat total cost, surrender, dan komisi. 

Open finance dapat memberi gambaran kewajiban lintas penyedia dan meningkatkan affordability. Namun 

konsentrasi data menimbulkan privasi dan cyber risk. Consent harus granular dan dapat dicabut. 

Industri perlu mengukur customer outcome: arrears, repeat borrowing, complaints, financial health, dan 

asset formation. Volume penyaluran bukan satu-satunya KPI. Regulasi dapat mendorong product 

governance. 

4. Perusahaan dan Ketahanan Karyawan 
Perusahaan berkontribusi terhadap kelas menengah melalui upah, stabilitas, jenjang, dan benefits. Living 

wage analysis membantu memahami biaya lokal, tetapi perlu disesuaikan dengan produktivitas dan 

keberlanjutan. Transparansi band dan promosi mengurangi ketidakadilan. 

Benefits yang mendukung resilience mencakup kesehatan, pensiun, dana darurat, cuti, childcare, 

transportasi, dan pembelajaran. Tidak semua perusahaan mampu paket lengkap; koperasi atau pooling dapat 

membantu UMKM. 

Payroll-linked finance dapat menurunkan biaya kredit, tetapi potongan otomatis dapat mengurangi kontrol. 

Produk harus opsional, transparan, dan tidak mengikat karyawan. Employer tidak boleh menerima insentif 

yang mendorong utang. 

Financial well-being programs harus netral dan menjaga privasi. Seminar tanpa perubahan upah atau kerja 

tidak cukup. Data agregat dapat membantu desain, tetapi individu tidak boleh dipantau untuk disiplin. 
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Ketika restrukturisasi, redeployment, reskilling, dan bantuan transisi lebih baik daripada PHK mendadak. 

Karyawan yang aman lebih produktif dan loyal. Ketahanan karyawan merupakan bagian human capital 

strategy. 

5. Pemerintah Daerah dan Biaya Hidup 

Pemerintah daerah memiliki pengaruh besar pada perumahan, transportasi, pasar, air, sampah, izin, sekolah, 

dan layanan kesehatan. Kebijakan kelas menengah tidak dapat hanya nasional. Kota perlu dashboard biaya 

hidup dan household journey. 

Zoning dan perizinan menentukan pasokan rumah. Integrasi tarif dan rute menentukan transportasi. 

Childcare dapat didukung melalui standar, insentif, dan fasilitas. Pasar pangan serta logistik menentukan 

harga. 

Pendapatan daerah dari properti dapat menciptakan insentif yang salah bila hanya mengejar nilai tinggi. 

Inclusionary zoning, land value capture, dan rental supply dapat menjaga keberagaman. 

Daerah juga dapat menyediakan financial counseling dan job centers. Saat perusahaan besar tutup, respons 

lokal penting. Data pajak, ketenagakerjaan, dan sosial dapat digunakan secara aman. 

Benchmark antar-kota mendorong pembelajaran. Namun ranking sederhana dapat menyesatkan. Konteks 

geografi, demografi, dan fungsi kota perlu diperhitungkan. 

6. Kelas Menengah dan Stabilitas Makro 
Konsumsi rumah tangga merupakan komponen besar ekonomi Indonesia. Kelas menengah dan menuju 

kelas menengah menyumbang sebagian besar konsumsi. Ketika mereka tertekan, multiplier memengaruhi 

ritel, jasa, manufaktur, dan pajak. Menjaga daya beli bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi stabilisasi 

makro. 

Namun stimulus konsumsi berbasis kredit dapat menunda masalah. Jika pendapatan tidak membaik, 

leverage naik. Kebijakan moneter dan makroprudensial perlu membedakan kredit produktif, housing, dan 

konsumsi berisiko. 

Housing boom dapat mendorong konstruksi dan kekayaan, tetapi juga bubble serta exclusion. Loan-to-

value, debt service, dan supply policy harus terkoordinasi. Suku bunga memengaruhi peminjam dan 

penabung berbeda. 

Inflasi pangan menggerus kelompok menuju kelas menengah lebih kuat. Stabilitas pasokan dan 

perlindungan tertarget mencegah turun kelas. Intervensi harus tidak merusak insentif produksi. 

Ketahanan kelas menengah meningkatkan transmission kebijakan. Rumah tangga dengan balance sheet 

sehat merespons suku bunga dan stimulus secara lebih normal. Distressed households cenderung 

deleverage. 

7. Etika Kredit dan Martabat Konsumen 

Kredit adalah kontrak ekonomi dan moral. Pemberi dana berhak memperoleh pembayaran, tetapi konsumen 

berhak pada informasi, perlakuan adil, dan proses ketika kesulitan. Ketimpangan pengetahuan serta 

bargaining menuntut regulasi. 

Responsible lending berarti tidak menawarkan kredit yang jelas tidak terjangkau. Namun lender tidak dapat 

mengetahui semua masa depan. Karena itu, responsible servicing dan forbearance sama penting. Kesulitan 

sementara berbeda dari unwillingness. 
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Penagihan harus menjaga martabat. Kontak keluarga, ancaman, dan penyebaran data dapat menimbulkan 

kerugian besar. Kanal penyelesaian independen dan sanksi diperlukan. 

Debt forgiveness luas dapat menciptakan moral hazard, tetapi sistem tanpa fresh start membuat orang 

terjebak. Insolvency personal atau mekanisme restrukturisasi yang proporsional layak dikaji. 

Etika juga berlaku pada iklan. Menampilkan kredit sebagai gaya hidup tanpa risiko memengaruhi norma. 

Influencer dan affiliate perlu disclosure. Financial products bukan barang biasa. 

8. Kelas Menengah dan Masa Depan Generasi Muda 

Generasi muda memasuki pasar kerja dengan pendidikan lebih tinggi tetapi menghadapi housing, kontrak, 

dan persaingan. Mereka dapat merasa lebih miskin daripada orang tua meski memiliki teknologi dan 

konsumsi lebih banyak. Milestone seperti rumah, menikah, dan anak tertunda. 

Intergenerational contract perlu diperbarui. Kebijakan perumahan yang menjaga nilai pemilik tetapi 

menutup pembeli muda menciptakan konflik. Pensiun yang dibebankan pada pekerja muda juga perlu adil. 

Generasi muda memiliki peluang digital dan global, tetapi risiko gig serta skill obsolescence. Pendidikan 

harus memberi kapabilitas adaptasi. Career services dan apprenticeship penting. 

Warisan menciptakan divergensi. Anak dengan bantuan rumah memperoleh head start. Pajak waris atau 

properti sensitif politik, tetapi ketimpangan aset perlu dibahas. Alternatif mencakup asset-building 

accounts. 

Keberhasilan kebijakan kelas menengah harus dinilai dari outcome generasi muda setelah 10 tahun: upah, 

pekerjaan, rumah, kesehatan, keluarga, dan kekayaan bersih. 

9. Data dan Riset yang Diperlukan 

Indonesia memerlukan panel rumah tangga untuk melacak mobilitas kelas, utang, aset, dan shock. Susenas 

memberi potret kuat, tetapi panel terbatas. Integrasi survei dan data administratif dapat membantu dengan 

governance. 

Household finance survey khusus dapat mengukur seluruh utang, termasuk informal, aset, bunga, dan 

ekspektasi. Data bank saja tidak mencakup non-borrowers atau burden. Pertanyaan subjektif financial stress 

penting. 

Indeks harga per tahap kehidupan dapat menggunakan data transaksi dan survei. Privacy-preserving 

methods diperlukan. Housing, childcare, dan education membutuhkan detail. 

Riset causal diperlukan untuk mengevaluasi childcare, transportasi, KPR, literasi, dan reskilling. Pilot 

random atau quasi-experiment membantu. Namun studi kualitatif menjelaskan mekanisme. 

Universitas dapat menjadi mitra independen. Data akses harus transparan. Temuan negatif perlu 

dipublikasikan agar kebijakan belajar. 

10. Skenario Kelas Menengah Indonesia 2035 

Skenario pertama adalah kelas menengah rapuh: pertumbuhan stabil tetapi upah riil lemah, housing mahal, 

kredit digital meluas, dan layanan timpang. Jumlah statistik mungkin besar, tetapi mobilitas turun dan 

konsumsi defensif. 

Skenario kedua adalah kelas menengah terpolarisasi: profesional digital dan pemilik aset maju, sementara 

pekerja jasa serta keluarga tanpa aset stagnan. Kota global berkembang dengan ketimpangan. Politik 

menjadi tegang. 
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Skenario ketiga adalah kelas menengah tangguh: produktivitas luas, perusahaan menengah tumbuh, upah 

meningkat, layanan publik membaik, perumahan dan transit terintegrasi, kredit sehat, serta aset meluas. 

Konsumsi dan investasi saling mendukung. 

Skenario keempat adalah kelas menengah hijau-digital: pekerjaan baru muncul pada teknologi, perawatan, 

energi, dan kreatif. Namun membutuhkan skill dan transisi. Kebijakan memastikan daerah serta pekerja 

lama tidak tertinggal. 

Pilihan bukan sepenuhnya di tangan negara, tetapi kebijakan membentuk probabilitas. Dashboard scenario 

dapat diperbarui tahunan dan digunakan untuk koordinasi lintas lembaga. 

Penutup Final: Kelas Menengah sebagai Proyek Pembangunan 
Kelas menengah tidak lahir hanya dari pertumbuhan PDB. Ia lahir ketika produktivitas diterjemahkan 

menjadi upah, ketika layanan mengurangi biaya privat, ketika kredit membangun aset, dan ketika satu shock 

tidak menghapus kemajuan. Ia juga lahir dari rasa percaya bahwa institusi adil dan masa depan dapat 

direncanakan. 

Tekanan pendapatan, utang, dan biaya hidup saling memperkuat. Pendapatan yang lambat mendorong 

kredit; cicilan mengurangi tabungan; ketiadaan buffer membuat shock mahal; biaya tinggi membatasi 

investasi manusia. Memutus lingkaran membutuhkan intervensi pada beberapa titik sekaligus. 

Kebijakan yang hanya mendorong konsumsi berisiko membuat kelas menengah tampak kuat sementara 

neracanya melemah. Kebijakan yang hanya menuntut penghematan mengabaikan struktur biaya. Jalan yang 

benar memperkuat produksi dan resilience: pekerjaan, upah, rumah, transportasi, layanan, tabungan, dan 

perlindungan. 

Kelas menengah Indonesia adalah sumber daya pembangunan yang belum sepenuhnya aman. Besarnya 

kelompok menuju kelas menengah merupakan peluang dan tanggung jawab. Mereka dapat menjadi kelas 

menengah produktif yang memperluas pasar, inovasi, dan demokrasi, atau tetap rentan terhadap setiap 

guncangan. 

Institut pendidikan bisnis dan multimedia memiliki peran membentuk pemimpin, manajer, dan wirausaha 

yang memahami hubungan antara profit, pekerjaan, konsumen, dan kesejahteraan. Bisnis yang menciptakan 

pekerjaan bermutu dan produk adil adalah pembangun kelas menengah. 

Tujuan akhir bukan menjamin gaya hidup tertentu. Tujuannya memberikan fondasi agar rumah tangga 

dapat memilih secara bermartabat: bekerja, belajar, memiliki rumah atau menyewa dengan aman, 

membangun keluarga, merawat orang tua, berusaha, dan menua tanpa ketakutan berlebihan. Itulah makna 

kelas menengah yang tangguh. 

Lampiran Tambahan: Indikator, Risiko, dan Respons 

A. Dua Puluh Lima Indikator Ketahanan Kelas Menengah 

1. Pertumbuhan upah riil median menunjukkan apakah pendapatan pekerja di titik tengah meningkat setelah 

inflasi. 

2. Volatilitas pendapatan menunjukkan ketidakpastian, terutama pekerja gig, komisi, dan usaha. 

3. Proporsi pekerjaan formal menunjukkan akses kontrak dan perlindungan. 
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4. Underemployment menunjukkan pekerja yang ingin jam lebih banyak atau pekerjaan lebih sesuai. 

5. Persentase pekerja berupah kelas menengah menunjukkan kualitas penciptaan kerja. 

6. Rasio pengeluaran wajib mengukur porsi housing, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan 

cicilan. 

7. Housing cost burden menunjukkan porsi pendapatan untuk sewa atau KPR. 

8. Price-to-income ratio rumah menunjukkan hambatan kepemilikan. 

9. Commute time mengukur biaya waktu. 

10. Childcare burden menunjukkan biaya pengasuhan relatif pendapatan. 

11. Out-of-pocket health spending menunjukkan perlindungan kesehatan. 

12. Education cost burden menunjukkan tekanan investasi anak. 

13. Debt service ratio menunjukkan beban pembayaran utang. 

14. Tunggakan kredit menunjukkan distress yang sudah terwujud. 

15. Multiple borrowing menunjukkan fragmentasi kewajiban. 

16. TWP90 pinjaman daring memberi sinyal risiko agregat. 

17. Emergency savings months mengukur buffer likuid. 

18. Net worth mengukur aset dikurangi kewajiban. 

19. Homeownership menurut usia menunjukkan akses aset generasi. 

20. Pension coverage menunjukkan kesiapan usia tua. 

21. Insurance protection gap menunjukkan risiko tidak terlindungi. 

22. Downward mobility rate menunjukkan probabilitas turun kelas. 

23. Intergenerational mobility menunjukkan hubungan latar orang tua dengan outcome anak. 

24. Financial stress menunjukkan pengalaman subjektif. 

25. Consumer confidence menurut kelas menunjukkan harapan dan niat konsumsi. 

B. Peta Risiko Rumah Tangga 

Risiko pekerjaan mencakup PHK, pengurangan jam, otomatisasi, sakit, dan kehilangan pelanggan. Mitigasi 

terdiri atas keterampilan, kontrak, asuransi pengangguran, tabungan, dan diversifikasi pendapatan. Namun 

diversifikasi tidak boleh berarti kelelahan permanen. 

Risiko bunga memengaruhi KPR, kendaraan, dan utang variabel. Stress test perlu menghitung kenaikan 

cicilan. Produk fixed-rate memberikan kepastian tetapi memiliki harga. Konsumen harus memahami reset. 

Risiko inflasi terutama pangan, energi, sewa, dan pendidikan. Mitigasi individual terbatas; kebijakan 

pasokan penting. Investasi dapat melindungi jangka panjang, tetapi dana kebutuhan dekat tidak boleh 

berisiko tinggi. 

Risiko kesehatan mencakup biaya dan kehilangan penghasilan. Asuransi, jaminan, preventive care, sick 

leave, dan dana darurat saling melengkapi. Tidak ada satu alat cukup. 
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Risiko keluarga meliputi kelahiran, perceraian, kematian, perawatan orang tua, dan pendidikan. Estate 

planning, nominee, surat wasiat, dan kepemilikan bersama penting tetapi literasi rendah. 

Risiko digital meliputi scam, kebocoran, account takeover, dan over-borrowing. Keamanan, liability, 

awareness, dan respons cepat diperlukan. 

Risiko iklim meliputi banjir, panas, penyakit, dan kehilangan aset. Informasi risiko properti, asuransi, serta 

adaptasi publik penting. 

Risiko kebijakan meliputi perubahan pajak, subsidi, dan aturan. Predictability membantu perencanaan. 

Konsultasi dan transisi mengurangi shock. 

C. Prinsip Desain Kebijakan 

Prinsip pertama adalah life-cycle orientation. Kebijakan mengikuti tahap muda, keluarga, karier, sandwich, 

dan pensiun. 

Prinsip kedua adalah prevention before rescue. Mencegah default dan penurunan kelas lebih murah 

daripada memulihkan. 

Prinsip ketiga adalah universal foundations with targeted supplements. Layanan dasar bagi semua, 

dukungan tambahan bagi yang membutuhkan. 

Prinsip keempat adalah portability. Perlindungan mengikuti orang lintas pekerjaan dan wilayah. 

Prinsip kelima adalah interoperability with privacy. Data dapat digunakan untuk layanan tanpa 

menghilangkan hak. 

Prinsip keenam adalah outcome-based regulation. Produk dinilai dari dampak konsumen, bukan kepatuhan 

dokumen saja. 

Prinsip ketujuh adalah local adaptation. Biaya dan kesempatan berbeda antarwilayah. 

Prinsip kedelapan adalah gender responsiveness. Care dan karier harus diperhitungkan. 

Prinsip kesembilan adalah intergenerational fairness. Kebijakan tidak hanya melindungi pemilik lama. 

Prinsip kesepuluh adalah fiscal sustainability. Perlindungan harus dapat dibiayai. 

Prinsip kesebelas adalah participation. Rumah tangga dilibatkan sebagai pengguna. 

Prinsip keduabelas adalah transparency. Trade-off dijelaskan dan hasil dipublikasikan. 

D. Narasi Tiga Rumah Tangga 

Rumah tangga pertama memiliki pendapatan Rp15 juta, rumah warisan, dan tanpa utang. Mereka 

menanggung dua anak dan orang tua. Tekanan utama adalah pendidikan dan kesehatan, tetapi aset serta 

biaya housing rendah memberi resilience. Kebijakan layanan membantu lebih besar daripada subsidi kredit. 

Rumah tangga kedua memiliki pendapatan Rp22 juta dari dua pekerja, menyewa Rp5 juta, childcare Rp3 

juta, transportasi Rp2 juta, dan cicilan Rp3 juta. Penghasilan lebih tinggi tetapi discretionary income kecil. 

Satu orang berhenti kerja akan mengubah klasifikasi. Housing, transit, childcare, dan job security adalah 

kunci. 

Rumah tangga ketiga memiliki usaha dengan pendapatan rata-rata Rp18 juta tetapi fluktuatif, rumah kredit, 

pinjaman usaha, dan BNPL. Pada bulan baik mereka menabung, bulan buruk meminjam. Produk cash-flow 

sesuai dan manajemen usaha lebih penting daripada nasihat konsumsi. 
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Ketiga contoh menunjukkan bahwa pendapatan saja tidak cukup. Aset, biaya wajib, tanggungan, dan 

volatilitas membentuk ketahanan. Kebijakan harus memahami household archetypes tanpa mengunci orang 

dalam stereotype. 

E. Agenda Riset IBM-ASMI 

IBM-ASMI dapat membangun survei tahunan kelas menengah perkotaan mengenai pekerjaan, biaya hidup, 

utang, aset, dan financial stress. Sampel alumni dan komunitas bisnis memberi longitudinal insight. 

Laboratorium household finance dapat mengembangkan modul pengajaran, kalkulator DSR, stress test, dan 

case simulation. Alat digunakan untuk pendidikan, bukan rekomendasi investasi. 

Riset pemasaran dapat menilai fair design produk digital, perilaku BNPL, subscription fatigue, dan trust. 

Kolaborasi dengan industri menghasilkan perbaikan. 

Riset SDM dapat menilai benefit, childcare, financial well-being, dan produktivitas. Perusahaan dapat 

menguji program dengan evaluasi. 

Riset kebijakan dapat membandingkan biaya hidup kota, housing, transit, dan kelas menengah lokal. Hasil 

disampaikan pada pemerintah daerah. 

Pengabdian dapat berupa klinik keuangan UMKM dan keluarga, dengan referral untuk masalah hukum atau 

kesehatan. Kerahasiaan dan kompetensi harus dijaga. 

Publikasi berkala 'Middle Class Monitor Indonesia' dapat menjembatani statistik resmi dan pengalaman. 

Indikator perlu transparan dan tidak sensasional. 

Kesimpulan Menyeluruh 
Kelas menengah Indonesia berada pada persimpangan. Dari satu sisi, ekonomi, urbanisasi, pendidikan, 

digitalisasi, dan jasa telah memperluas kelompok yang tidak lagi miskin. Dari sisi lain, kualitas pekerjaan, 

biaya kota, aset, dan risiko membuat keamanan ekonomi belum kokoh. Besarnya kelompok menuju kelas 

menengah memperlihatkan jarak antara kemajuan dan kemapanan. 

Pendapatan adalah fondasi, tetapi bukan satu-satunya. Stabilitas, manfaat non-upah, dan prospek 

menentukan apakah pendapatan dapat direncanakan. Utang adalah alat, tetapi harus sesuai arus kas dan 

membangun aset. Biaya hidup adalah hasil struktur, sehingga penghematan individual memiliki batas. 

Kebijakan kelas menengah perlu menghindari dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah mengabaikan 

mereka karena tidak miskin. Kesalahan kedua adalah memberi subsidi luas tanpa menyelesaikan pasokan 

dan produktivitas. Pendekatan yang tepat memperkuat layanan universal, perlindungan terhadap shock, 

pekerjaan, dan aset. 

Keuangan sehat berarti rumah tangga mampu membayar hari ini, menghadapi besok, mencapai tujuan, dan 

memiliki pilihan. Konsep ini lebih luas daripada tidak macet. Industri dan regulator perlu menjadikan 

outcome tersebut sebagai ukuran. 

Pada akhirnya, kelas menengah yang kuat menciptakan virtuous circle. Pendapatan stabil mendorong 

konsumsi dan tabungan; tabungan membiayai investasi; pendidikan meningkatkan produktivitas; pajak 

membiayai layanan; kepercayaan mendorong risiko produktif. Sebaliknya, tekanan berlebihan menciptakan 

vicious circle utang, kecemasan, konsumsi lemah, dan mobilitas turun. 



Kelas Menengah Indonesia dalam Tekanan: Antara Pendapatan, Utang, dan Biaya Hidup 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 

Halaman 51 

Indonesia memiliki kapasitas untuk memilih lingkaran yang pertama. Pilihan itu memerlukan koordinasi 

antara pemerintah, perusahaan, sistem keuangan, perguruan tinggi, dan rumah tangga. Ia juga memerlukan 

data serta keberanian mengakui bahwa statistik kelas tidak selalu sama dengan rasa aman. 

Artikel ini menutup dengan satu tesis: pembangunan kelas menengah bukan proyek konsumsi, melainkan 

proyek produktivitas, kepemilikan, perlindungan, dan harapan. Ketika empat unsur tersebut tumbuh 

bersama, kelas menengah menjadi motor Indonesia maju yang inklusif dan berkelanjutan. 

Refleksi Akhir: Menjaga Ruang Hidup Kelas Menengah 
Ruang hidup kelas menengah dibentuk oleh selisih antara apa yang masuk dan apa yang harus dikeluarkan. 

Selisih tersebut bukan sekadar angka akuntansi. Di dalamnya terdapat waktu bersama keluarga, kesempatan 

belajar, kemampuan membantu orang tua, keberanian memulai usaha, dan rasa aman ketika menghadapi 

sakit. Ketika selisih terus menyempit, rumah tangga mungkin tetap terlihat normal, tetapi kapasitas memilih 

menurun. 

Tekanan sering tersembunyi karena kelas menengah mempertahankan penampilan stabil. Mereka 

membayar cicilan tepat waktu dengan mengurangi tabungan, menunda perawatan, atau menambah 

pekerjaan. Statistik default belum meningkat, tetapi hardship telah terjadi. Sistem peringatan dini perlu 

menangkap penurunan tabungan, multiple borrowing, dan financial stress sebelum berubah menjadi krisis. 

Kebijakan publik yang baik memperbesar ruang hidup melalui dua jalur: menaikkan pendapatan produktif 

dan menurunkan biaya wajib. Pekerjaan, keterampilan, persaingan, dan industri bekerja pada jalur pertama. 

Perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan energi bekerja pada jalur kedua. 

Kebijakan kredit dan perlindungan mengelola jembatan antarwaktu. 

Perusahaan memiliki tanggung jawab strategis. Karyawan yang selalu cemas mengenai cicilan dan 

kesehatan sulit mencapai potensi penuh. Upah, benefit, keamanan, serta kesempatan karier bukan hanya 

biaya, tetapi investasi produktivitas. Perusahaan jasa keuangan juga perlu melihat hubungan jangka panjang 

dengan konsumen, bukan hanya transaksi. 

Rumah tangga tetap memiliki agency. Perencanaan, prioritas, komunikasi keluarga, dan kehati-hatian 

penting. Namun agency tumbuh dalam lingkungan. Pilihan yang baik lebih mudah ketika informasi jelas, 

produk adil, transportasi tersedia, sekolah bermutu, dan pekerjaan stabil. Kebijakan tidak menggantikan 

tanggung jawab, tetapi membuat tanggung jawab dapat dijalankan. 

Pembahasan kelas menengah juga harus menjaga solidaritas. Perhatian pada kelas menengah tidak boleh 

mengurangi komitmen kepada kelompok miskin dan rentan. Justru sistem universal dan mobilitas 

menghubungkan kepentingan. Kelompok miskin ingin naik, kelompok menuju kelas menengah ingin aman, 

dan kelas menengah ingin bertahan. Kebijakan yang baik membangun tangga utuh. 

Dalam jangka panjang, ukuran keberhasilan adalah mobilitas dua arah yang asimetris: banyak rumah tangga 

naik dan sedikit yang turun. Downward mobility tidak dapat dihapus, tetapi dapat diperlambat dan 

dipulihkan. Institusi yang adaptif memberi kesempatan kedua setelah PHK, sakit, kegagalan usaha, atau 

bencana. 

Kelas menengah yang sehat juga penting bagi demokrasi. Warga yang memiliki waktu, pendidikan, dan 

rasa aman lebih mampu berpartisipasi serta menuntut akuntabilitas. Sebaliknya, kecemasan berkepanjangan 

dapat mendorong polarisasi atau apatisme. Kesejahteraan ekonomi dan kualitas institusi saling 

memperkuat. 
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Indonesia 2045 membutuhkan kelas menengah yang tidak hanya membeli lebih banyak, tetapi 

menghasilkan nilai, menabung, berinvestasi, berinovasi, dan merawat masyarakat. Untuk itu, strategi kelas 

menengah harus menjadi bagian inti dari transformasi ekonomi, bukan lampiran kebijakan sosial. 

Harapan merupakan aset yang tidak tercatat pada neraca nasional, tetapi menentukan keputusan. Ketika 

rumah tangga percaya masa depan, mereka belajar, berusaha, membeli rumah, membangun keluarga, dan 

berinvestasi. Menjaga harapan berarti membuat kemajuan dapat dicapai dan dipertahankan. Itulah tugas 

utama kebijakan kelas menengah Indonesia. 

Catatan Metodologis tentang Definisi dan Interpretasi 
Definisi kelas menengah berbeda antar lembaga dan tujuan. Pendekatan absolut menggunakan ambang daya 

beli tertentu; pendekatan relatif menggunakan posisi terhadap median; pendekatan BPS menggunakan 

kelipatan garis kemiskinan; pendekatan sosiologis memasukkan pendidikan, pekerjaan, status, dan nilai. 

Tidak ada definisi yang sepenuhnya netral. Ambang yang dipilih menentukan ukuran kelompok dan narasi 

kebijakan. Oleh sebab itu, artikel ini mempertahankan istilah resmi BPS ketika menyebut proporsi 

Indonesia, tetapi menggunakan konsep keamanan ekonomi ketika membahas ketahanan. 

Pengeluaran sering digunakan karena lebih stabil dan lebih mudah diukur daripada pendapatan pada 

ekonomi dengan informalitas tinggi. Namun pengeluaran dapat dibiayai tabungan atau utang, sehingga 

tidak selalu menunjukkan pendapatan berkelanjutan. Rumah tangga yang mempertahankan konsumsi 

dengan menjual aset dapat tampak tetap kelas menengah pada satu periode. Analisis longitudinal diperlukan 

untuk membedakan kesejahteraan berkelanjutan dari consumption smoothing. 

Angka kredit agregat juga perlu diinterpretasikan hati-hati. Pertumbuhan outstanding pinjaman dapat 

mencerminkan inklusi dan aktivitas ekonomi, bukan otomatis distress. Rasio tunggakan yang meningkat 

memberi sinyal tetapi tidak membuktikan krisis sistemik. Sebaliknya, rasio tunggakan rendah tidak 

menjamin tidak ada hardship karena peminjam dapat melakukan refinancing atau mengurangi kebutuhan. 

Kombinasi data kuantitatif dan survei diperlukan. 

Biaya hidup tidak memiliki satu angka nasional yang cocok untuk semua. Harga, perumahan, transportasi, 

dan layanan berbeda menurut wilayah. Struktur keluarga, usia, dan kondisi kesehatan juga mengubah 

kebutuhan. Indeks kelas menengah harus disajikan sebagai beberapa archetype, bukan satu keranjang 

tunggal. Metode yang transparan lebih penting daripada presisi palsu. 

Analisis tekanan kelas menengah harus menghindari generalisasi moral. Sebagian utang berasal dari 

konsumsi status, tetapi sebagian besar kewajiban dapat terkait rumah, kendaraan kerja, pendidikan, 

kesehatan, dan usaha. Perilaku dan struktur berinteraksi. Kebijakan yang efektif memperbaiki insentif serta 

pilihan, bukan hanya memberi nasihat. 

Terakhir, istilah tekanan bukan berarti seluruh kelas menengah mengalami kemunduran. Ada rumah tangga 

yang maju, memiliki aset, dan memanfaatkan peluang. Fokus artikel adalah risiko sistematis yang dapat 

menghambat mobilitas dan melemahkan daya tahan. Analisis yang seimbang mengakui heterogenitas serta 

menghindari alarmisme. 


